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INSTRUK.SI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk

KESATU

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta

10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor. 18.B/LHPI \.-'
XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Nomor 18.C/LHP/·,,
XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 9 Juni 2014, mengacu pada Rencana
Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
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KEDUA

2

Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

\

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

insi Daerah KhUSUSr"'yubernu~:~~~ta Jakarta,

~~/
Jo~Widodo ~



Lampiran I: Instruksi Gubernur Provinsi Oaerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

93 TAHUN 2014
18 Agustus 2014

NO. LHP
TANGGAL
AUDITAMNPERWAKILAN BPK RI

RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA SISTEM PENGENDALIAN INTERN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

: 18.B/LHP/XVIIJ.JKT-XVIII.JKT.2106/2014
: 19 JUNI2014
: PROVINSI DKI JAKARTA

No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Ketefangan
pel2ksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja BPK RI merekomendasikan Gubernur OKI Jakarta untuk: Membuat Jnstruksi Gubernur OKI Jakarta kepada :

Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Melalui
Mekanisme Uang Persediaan Disusun 1 Menginslruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk 1 KepaJa SKPD terkait untuk menyetorkan indikasi Agustus s.d September Kel. Pegadungan,
Bukan Berdasarkan Bukti menyetorkan indikasi kerugian daerah senUai Rp2.464.488.580 ke kerugian daerah senitai Rp2.464.4BB.5BO ke Kas 2014 Kel. Tambora, Kola
Pertanggungjawaban dan Terdapal Kas Daerah; Daerah; Adm Jakarta utara.
Indikasi Kerugian Daerah SeniJai Dinas Sosiat.RSKD
Rp8.937.769.452 Duren Sawil.

Kel. Geger,
Kel. PLitogadung, Dinas
Perhubungan.
Kel. Keb. Lama.
Ke1. Manggarai
Selatan,
Kel. Sukabumi Selatan,
Kel Srengseng,
Kel. Rawa Buaya.
Kel. Paseban,
Kel. Johar Baru, Ket
Mangga Dua Selatan.
Kec. Johar Baru,
Dinas Kelaulan dan
Pertanian, Inspektorat.
Ket Pulogadung, Kola
Adm. Jakarta Selatan

2 Menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk 2 Kepala SKPD lerkail untuk menyetorkan kurang selor Agustus s,d, September Walikota Jakarta
menyetorkan kurang setor pajak senilai Rp27.500.000 ke Kas pajak senilai Rp27.500.000 ke Kas Negara; 2014 Selatan
Negara;
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Menginslruksikan kepada Kepala Jnspektorat Pemprov DKI 3 Inspektur Pemprov DKI Jakarta agar melakukan Agustus s.d Desember Inspeklorat

Jakarta agar melakukan pemeriksaan khusus terkait indikssi pemeriksaan khusus lerkait indikasi kerugian daerah 2014
kerugian daerah atas pertanggungjawaban kegiatan yang lidak atas pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dapat
dapat diyakini kebenarannya senilai Rp6.194.766.326 dan diyakini kebenarannya senilai Rp6.194.766.326 dan
melaporkan hasilnya kepada BPK Rr; melaporkan hasilnya kepada BPK RI

4 Menyusun dan menetapkan mekanisme penggunaan UP dengan 4 Menyusun dan menetapkan mekanisme penggunaan Agustus s.d Desember BPKD dan
menggunakan sistem revolving sesuai dengan peraturan UP dengan menggunakan sistem revolving sesuai 2014 Diskominfomas
perundang-undangan yang berlaku. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 laporan Realisasi Anggaran Belanja BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar: Kepala Dinas PU menginstruksikan kepada :
Dinas Pekerjaan Umum Melalui
Mekanisme Uang Persediaan Senilai

1 Menginstruksikan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan 1 Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar Agustus s.d September Oinas PU
Rp474.952.033.083 Oisusun Bukan

Jembatan agar mempertanggungjawabkan indikasi kerugian mempertanggung jawabkan indikasi kerugian daerah 2014
Berdasarkan Bukti Pertanggung jawaban

daerah senilai Rp4.504.477.41 0 senilai Rp4.504.477A10;
dan Terdapat Indikasi Kerugian Daerah

(Rp15.927.463+Rp4.488.549.947); dan
Rp6.726.268.849

2 Berkoordinasi dengan lnspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait 2 Berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi OKI Jakarta Agustus s.d September Oinas PU dan
hasil pemeriksaan kegiatan penanganan jalan kampung dan terkait hasil pemeriksaan kegiatan penanganan jalan 2014 lnspektorat
melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada BPK RI. kampung dan melaporkan hasil tindak lanjutnya

kepada BPK RI.

I~



Agustus s.d. September IDinas Perindustrian dan
2014 Energi

No.

(1)

3

Temuan Pemeriksaan

(2)
Pengelolaan Persediaan pada 11
SKPD/jJKPD BeJum Sepenuhnya
Memadai

3

Rekomendasi

(3\
BPK merekomendasikan kepada :

1 Kepala Oinas Perindustrian dan Energi supaya lebih optimal! 1
dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Persediaan
serta:

a Menginstruksikan Penyimpan Barang agar menyalurkan
persediaan sesuai ketentuan; dan

Rencana Aksi

(4)

Kepata Dinas Perindustrian dan Energi agar leblh
optimal dalam melakukan pengawasan atas
pengelolaan persediaan serta:

a Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang
agar menyalurkan persediaan sesua; ketentuan;

Waktu

pelaksanaan

(5)

Keterangan

(6)

b Menginstruksikan Penyimpan Barang Pembantu pada UPT
Kerajinan, UPT Balai Tekstif dan UPT Balai Bahan dan
Barang Teknik agar lebih cermat dalam meJakukan
pencatatan persediaan bahan kimla.

b Menginstruksikan Penyimpan Barang Pembantu
pada UPT Kerajinan, UPT Balai Tekstil dan UPT
BaJai Bahan dan Barang Teknik agar lebih cermat
~alam melakukan pencatatan persediaan bahan
kimia.

Agustus s.d. September IDinas Perindustrian dan
2014 . Energi

2 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana Provinsi OKI
Jakarta agar:

a Mengembangkan sistem pengendalian intern atas distribusi
dan permintaan barang Persediaan;

2 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana
Provinsi DKI Jakarta akan:

a Mengembangkan sistem pengendalian intern atas
distribusi dan permintaan barang Persediaan;

Agustus s.d. Oktober
2014

Dinas Oamkar & PB
dan BPKO

b BPKD membuaUmenetapkan prosedurl Agustus s.d. September IDinaS Damkar & PB
perminlaan dan distribusi barang yang sifatnya 2014 dan BPKD
pakai habis di Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana;

c Penyimpan IPengurus Barang teliti dan lertibl Aguslus s.d. September IDinas Damkar & PB
dalam mutasi Persediaan. 2014

3 Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan :

b BPKD membuaUmenelapkan prosedur permintaan dan
dislribusi barang yang sifatnya pakal habis di Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

c Penyimpan Barangl?engurus Barang harus teliti dan tertib
dalam pencatatan mutasi Persediaan.

3 Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:

a Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk
membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai
ketentuan;

a Menginstruksikan kepada KepaJa Bagian Umum
dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Selatan untuk membuat Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU) sesuai kelentuan;

Agustus s.d. September Iwalikota Jakarta
2014 Selatan

4 KepaJa Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur untuk memberikanl 4
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pengurus Barang
yang tidak meJaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam
mengeJola barang persediaan di Lingkungan Suku Dinas
Kebersihan Jakarta Timur.

bb Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang untuk
melaksanakan penatausahaan Persediaan secara tertib dan
melakukan inventarisasi fisik atas Persediaan ATK dan
Cetakan Umum liap akhir lahun.

Menginstruksikan kepada Penylmpan Barang
untuk melaksanakan penatausahaan Persediaan
secara tertib dan melakukan inventansasi fisik
atas Persediaan ATK dan Cetakan Umum liap
akhir lahun.

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur untuk
memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada Pengurus Barang yang tidak melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang
persediaan di Lingkungan Suku Dinas
Kebersihan Jakarta Timur.

Agustus s.d. Seplember Iwalikota Jakarta
2014 Selatan

Aguslus s.d. September Isudin Kebersihan Jak-
2014 Tim

f;vW'



~ I ~
Pengetolaan Persediaan Dba! dan AlaI BPK RI merekomendasikan kepada:
Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Lima 1. Kepala Dinas Kesehatan agar:
RSUD Serum lertib serta Belum
Didukung dengan Sistem Informasi yang a. Menyusun dan menelapkan SOP lerkait mekanisme
Memadai pelaporan aset maupun persediaan antara unit ke~a dengan

penyimpan barang;

Agustus s.d Desember IOloas Kesehatan
2014

No.

(1 )
4

Temuan Pemeriksaan Rekomendasi

4

1.

Rencana Aksl

(4)

Kepala Dinas Kesehatan akan:

3. Menyusun dan menetapkan SOP lerkait
mekanisme pelaporan asel maupun persediaan
antara unit kerja dengan penyimpan barang;

Waktu
peJaksanaan

(5)

Keterangan

(6)

b. Menginstruksikan Kepala Suku D;na~ Kesehatan Jakarta
Pusat, Jakarta Selatan. dan Jakarta Timur untuk menyusun
dan menetapkan SOP terkait mekanlsme pelaporan aset
maupun persediaan antara unit kerja dengan penyimpan
barang;

b. Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Kesehatan
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur
untuk menyusun dan menetapkan SOP terkait
mekanisme pelaporan aset maupun persediaan
anlara unit kerja dengan penyimpan barang;

Agustus s.d Desember
2014

Dinas Kesehatan

c. Menginstruksikan Kepala UPT Labkesda untuk : c. Menginstruksikan Kepala UPT Labkesda untuk :

1) Mengevaluasi kelemahan Sistem Informasl Labkesda
agar dapat membantu pengelclaan persediaan di
Labkesda;

1) Mengevaluasi kelemahan Sistem Informasi
labkesda agar dapat membantu
pengelolaan persediaan di Labkesda;

Agustus s.d Desember
2014

Dinas Kesehalan

d.

2) Menginstruksikan kepada Penyimpan Barang agar lebih
tertib dalam membuat pencatatan penerimaan dan
penyaluran persediaan; dan

Menginstruksikan Kepala Puskesmas Kecamatan Tamansari
untuk mengeva!uasi dan melakukan pembenahan lokasi
penyimpanan persediaan obat agar terhindar dari kerusakan
fisiko

d.

2) Menginsiruksikan kepada Penyimpan
Barang agar lebih tertib dalam membuat
pencatatan penerimaan dan penyaluran
persediaan; dan

Menginstruksikan Kepala Puskesmas Kecamatan
Tamansari untuk mengevaluasi dan melakukan
pembenahan lokasi penyimpanan persediaan obat
agar terhindar dari kerusakan fisiko

Agustus s.d. September IDinas Kesehatan
2014

Agustus s.d. Septemoer IKa. PKM Taman Sari
2014

2 Direktur RSUD Budhi Asih untuk: 2. Direktur RSUD Budhi Asih menginstruksikan kepada:

a.

b.

c.

Menginstruksikan kepada petugas yang bertanggungjawab
terhadap persediaan obat di ruangan agar melakukan
inventarisasi fisik persediaan cbat dan alkes pada akhir
tahun;

Menginstruksikan kepada petugas farmasi agar lebih tertib
dalam melakukan pengadministraslan persediaan cbat; dan

Menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan cba! dan
alkes di ruang rawat inap, poliklinik dan IGO.

a.

b.

c.

Petugas yang bertanggungjawab terhadap
persediaan obal di ruangan agar melakukan
inventarisasi fisik persediaan obat dan atkes pada
akhir tahun;

Petugas farmasi agar lebih tertib dalam
melakukan pengadministrasian persediaan oba!;
dan
Menyusun dan menetapkan SOP penatausahaan
obat dan alkes di ruang rawat inap, pollklinik dan
IGO.

Agustus s.d. September IRSUD Budl Asih
2014

Agustus s.d. September IRSUD Budi Asih
2014

Agustus s.d Oesember IRSUD Budi Asih
2014
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5

Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

KeleranganNo. Temuan Pemeriksaan
pelaksanaan

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Direktur RSUD Cengkareng untuk : 3. Direktur RSUD Cengkareng menginstruksikan kepada :

a. Menglnstruksikan petugas instalasi farmasi agar menerapkan a. Pelugas instalasi farmasi agar menerapkan SOP Agustus s.d Desember RSUO Cengkareng
SOP RSUD Cengkareng lerksl! pengelolaan persediaan; RSUD Cengkareng terkait pengelolaan 2014

persediaan;

b. Menginstruksikan kepada Kepala Instalasi Fannasi agar b. Kepala Instalas! Farmasi agar melakukan analisis Agustus s.d Desember RSUD Cengkareng
melakukan analisis terhadap selisih pencatatan antars lerhadap selisih pencatatan antara SIMRS dan 2014
SJMRS dan fisik abat setlap selesa; Stock Opname secara fisik obat setiap selesai Stock Opname secara
berkaJa; dan berkala; dan

c. Mengevaluasi SIMRS yang sedang be~atan agar dapat c. Mengevaluasi SIMRS yang sedang be~aJan agar Agustus s.d Desember RSUD Cengkareng
memenuhi kebutuhan instalasi farmasi khususnya teJ1(ait dapat memenuhi kebutuhan instalasi farmasi 2014
penentuan harga perolehan obat. khususnya terkait penentuan harga perofehan

obat.

4. Direktur RSUD Koja untuk : 4. Direktur RSUD Koja menginstruksikan kepada:

a. Menginstruksikan kepada petugas farmasi agar lebih tertib a. Petugas farmasi agar lebih tertib dalam Agustus s.d. September RSUD Koja
dalam melakukan pengadministrasian persediaan obat; melakukan pengadministrasian persediaan obat: 2014

b. Melakukan evaluasi terhadap SIMRS yang sedang berjalan b. Akan mengevaluasi terhadap SIMRS yang sedang Aguslus s.d Dese:nber RSUD Koja
agar dapat memenuhi kebutuhan unit farmasi dalam berjalan agar dapat rnemenuhi kebutuhan unit 2014
pengelolaan persediaan obat dan alkes farmasi dalam pengetoJaan persediaan obat dan

alkes

5. Direktur RSKD Duren Sawit agar melakukan evaluasi terhadap 5. Direktur RSKD Duren Sawit akan mengevaiuasi SIMRS Asustus s.d Desember RSUD Duren Sawit
SIMRS yang sedang be~alan agar dapat memenuhi kebutuhan yang sedang berjalan agar dapat memenuhi kebutuhan 2014
unit farmasi dalam pengeloJaan persediaan obat dan alkes unit farmasi dalam pengeJolaan persediaan obat dan

alkes

6. Direktur RSUD Pasar Rebo untuk menginstruksikan penyimpan 6. Direklur RSUD Pasar Rebo menginstruksikan kepada Agustus s.d. September RSUO Pasar Rebo
barang agar menatausahakan persediaan secara tertib penyimpan barang agar menatausahakan persediaan 2014

secara tertib

5 Pelaksanaan Sensus Aset Tetap Dan BPK RI merekomendasikan kepada GUbernur DKI Jakarta agar Gubernur OKI Jakarta akan metakukan sensus ulang atas Agustus s.d Desember BPKD
Aset Lainnya Tahun 2013 Pada Provinsi melakukan sensus ufang atas BMD secara komprehensif sesuai BMD secara komprehensif sesuai peraturan perundang· 2015
OKI Jakarta Tidak Memadai peraturan perundang·undangan yang berlaku. termasuk di dalamnya undangan yang berlaku. tennasuk di dalamnya melakukan

melakukan proses kodifikasi atas aset BMD. proses kodifikasi atas aset BMD.

t ;v/



No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi

6

Rencana Aksi
Waktu

pelaksanaan
Keterangan

1 Mengembangkan slstem penerimaan pembayaran pajak online
yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan
81M R;

1 Mengembangkan sistem penerimaan pembayaranl Agustus s.d Desember IDinas Pelayanan Pajak
pajak online yang terinlegrasi dengan Sistem 2014
Pengelolaan Pajak Daerah dan SIM R;

(1)
6

(2)
Sislem Informasi di OP? BeJum DapallBPK Rr merekomendasikan kepada
Menghasilkan Laporan Penerimaan Provinsi OKI Jakarta unluk:
Piutang Pajak dan Laporan Piutang Pajak
yang Akurat

(3)

Kepala Dinas PeJayanan
(41

Pajakl Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKl Jakarta akan:
(5) (6)

2 Menetapkan prosedur verifikasi atas proses input SKPD dan
SSPD/SPTPD ke dalam Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan
81M R;

3 Menginstruksikan Bidang Pengendalian dan Pembinaan supaya
melakukan evaluasi atas data atau laporan piutang yang
disampaikan oleh sudin secara berkala dan dituangkan dalam
laporan hasil evaluasi; dan

2 Menelapkan prosedur verffikasi alas proses input
SKPD dan SSPD/SPTPO ke dalam Sislem
Pengelolaan Pajak Daerah dan 81M R;

3 Menginstruksikan Bidang Pengendalian dan
Pembinaan supaya melakukan evaJuasi atas data atau
laporan piutang yang disampaikan oJeh sudin secara
berkala dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi;

Agustus s.d Oesember !Dlnas Pelayanan Pajak
2014

Agustus s.d September IOioas Pelayanan Pajak
2014

4 Menindaklanjuli rekomendasi BPK RI dari LHP sebelumnya
secara tunlas.

4 Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dari LHPI Aguslus s.d Oesember IDinas PeJayanan Pajak
sebelumnya secara tuntas. 201

7 Saldo Piutang PBB- P2 Hasil pe'impahanlBPK RI merekomendasikan kepada
dan Pemerintah Pusa! Belum Divalidasi Provinsi OKI Jakarta unluk:
Secara Optimal

Kepala Dinas Petayanan PajaklKepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta
menginstruksikan kepada :

1 Menginstruksikan Kepala Bldang Inforda dan seluruh Kepala
UPPD DPP untuk menyelesaikan proses validasi saldo Piulang
PBB peJimpahan dari pemerintah pusa! secara memadai dan hasil
valldasinya didokumentasikan seeara tertib sehingga
kondisilslalus piutang per tahun pajak, per NOPD dapat diketahui
seeara rind;

2 Menginslruksikan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan
supaya melakukan evaluasi alas hasil validasi sardo piutang PBB
pelimpahan oleh Bidang Inforda dan UPPD secara berkala dan
dituangkan dalam laporan hasil evaluasi; dan

1 Kepala Bidang Inforda dan seluruh Kepala UPPD OPP
untuk menyelesaikan proses validasi saldo Piutang
PBB pelimpahan dari pemerintah pusat seeara
memadai dan hasil vatidasinya didokumentasikan
secara tertib sehingga
kondisi/status piutang per tahun pajak, per NOPD
dapat diketahui seeara rine;;

2 Kepara Bidang Pengendalian dan Pembinaan supaya
melakukan evaluasi atas hasH validasi saldo piulang
PBS pelimpahan oleh Bldang Inforda dan UPPD
secara berkala dan dituangkan daJam laporan hasiJ
evaluas;; dan

Agustus s.d Desember !Dinas PeJayanan Pajak
2014

Agustus s.d Desember !Dinas Pelayanan Pajak
2014

3 Menginstruksikan Kepala
berkoordinasi dengan seluruh
kajlan penghapusan piutang
kelentuan yang berlaku.

Bidang Pengendalian agar
Kepala UPPD untuk melakukan
PBB yang kadaluarsa sesuai

3 KepaJa Bidang Pengendalian agar berkoordinasi
dengan seluruh Kepala UPPO untuk melakukan kajian
penghapusan piutang PBS yang kadaJuarsa sesuai
ketentuan yang berlaku.

Agustus s.d Desember !Dinas Pelayanan Pajak
2014

! ~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

8 Pelimpahan Saldo Piutang Pajak Bea BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kepala Dinas Pelayanan Pajak menginstruksikan kepada :
Perolehan Hak atas Tanah dan agar menginstruksikan Kepala UPPD untuk:
Bangunan dari Pemerintah Pusat TA
2013 Tidak Oilengkapi Dokumen 1 Membentuk tim yang bertugas melakukan validasi rnelaJui 1 Kepala UPPD membentuk tim yang bertugas Agustus s.d Desember Dinas Pelayanan Pajak
Pendukung Sebagai Oasar Ketet~pan konfirmasi dan peninjauan lapangan. mendokumentasikannya melakukan validasi melaJui konfirmasi dan peninjauan 2014
Piutang secara memadai, serta melakukan penagihan alas piutang lapangan, mendokumentasikannya secara memadai,

BPHTB hasil pelimpahan; serta melakukan penagihan atas piutang BPHTB hasil
pelimpahan;

2 Menginstruksikan Kepala Bidang Pengendalian agar 2 Kepala Bidang Pengendalian agar berkoordinasi Agustus s.d Desember Dinas Pelayanan Pajak
berkoordinasi dengan seluruh Kepala UPPD untuk melakukan dengan seluruh Kepala UPPD unluk melakukan kajian 2014
kajian penghapusan piutang BPHTB yang kadaluarsa sesuai penghapusan piutang BPHTB yang kadaluarsa sesuai
ketentuan yang berlaku. ketentuan yang berlaku.

9 Dinas Pelayanan Pajak Belum BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kepala Dinas Pelayanan Pajak akan menginstruksikan
Menyajikan Piutang Sanksi Denda dan agar: kepada:
Bunga Sebagaimana Tercantum dalam
Surat Tagihan Pajak Daerah Sebagai 1 Menginstruksikan kepada seluruh Sudin dan UPPD untuk 1 Seluruh Sudin dan UPPD untuk mencatat piulang Agustus s.d Desember Dinas Pelayanan Pajak
Piutang di Neraca mencatat piutang pajak dari p"merbitan STPD serta bunga pajak dan penerbitan STPD serta bunga keterlambatan 2014

keterlambatan sebagai piutang sanksi pajak; sEbagai piutang sanksi pajak

2 Menginstruksikan kepada Bidang Pengendalian dan Pembinaan 2 Bidang Pengendalian dan Pembinaan untuk Agustus s.d Oktober Dinas Pelayanan Pajak
untuk memberikan pembinaan dan pemahaman mengenai memberikan pembinaan dan pemahaman mengenai 2014
mekanisme pengakuan dan pencatatan saldo piutang yang harus mekanisme pengakuan dan pencatatan saldo piutang
disajikan dalam laporan keuangan. yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

10 PengeloJaan Penerimaan Bukan Pajak BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKD Provinsi DKl Kepala BPKD Provinsi OK! Jakarta selaku PPKD akan:
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Jakarta selaku PPKD unluk:
Daerah (PPKD) Belum Dilakukan Secara
Optimal sehingga Penerimaan Senilai 1 Menyusun dan menetapkan prosedur penatausahaan 1 Menyusun dan menetapkan prosedur penatausahaan Aguslus s.d Desember BPKD
Rp217.221.595.911 Tidak Dapat Penerimaan Lain-Lain PAD; Penerimaan Lain-Lain PAD; 2014
DiteJusuri Substansi Transaksinya

2 Menegur Bendahara Penerimaan BPKD dan PPKD, serta KepaJa 2 Menegur Bendahara Penerimaan BPKD dan PPKD. Agustus s.d. September BPKD
Subbidang Retribusi yang belum melaksanakan tupoksinya serta Kepala Subbidang Retribusi yang belum 2014
dengan optimal; dan melaksanakan tupoksinya dengan optimal;

3 Menginstruksikan Bendahara Penerimaan PPKD dan Kepala 3 Menginstruksikan 8endahara Peneri-maan PPKD dan Agustus s.d. September BPKD
Subbidang Retribusi agar melaksanakan lugas dan tanggung Kepala Sub bidang Retribusi agar melaksanakan tugas 2014
jawabnya dalam pengetolaan penerimaan Lain-Lain PAD dengan dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan
optimal. penerimaan Lain-Lain PAD dengan optimal.

t~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provins! OKI Jakarta Gubernur Provins! OKI Jakarta akan:

Daerah di SKPD Pembantu PeJaksana untuk:
Pemungut Pajak Belum Diatur Secara
Proporsional Sesuai dengan Tanggung 1 Menetapkan kebijakan pemberian Insentif pemungutan pajak bagi 1 Menetapkan kebijakan pemberian Insen·ijf Agustus s.d Desember Dinas Pelayanan Pajak

Jawab dan Seban Keria dalam Kegiatan pegawai di SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak pemungutan pajak bagi pegawai di SKPD Pembantu 2014 Biro Hukum

Pemungutan Pajak Daerah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan analisis jabatan Pelaksana Pemungut Pajak dilakukan secara Biro Organisasi dan
maupun beban kerja terkait pemungutan pajak daerah serta proporsional dan sesuai dengan analisis jabatan Tata Laksana
menginstruksikan kepada kepala SKPD Pembantu PeJaksana maupun beban kerja terkait pemungutan pajak daerah
Pemungut Pajak agar menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan serta menginstruksikan kepada kepa!a SKPD
menetapkan besaran pemberian Insentif dalam bentuk Surat Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak agar
Keputusan Kepala SKPD; menindak!anjuti kebijakan tersebut dengan

menetapkan besaran pemberian Insentif dalam bentuk
Surat Keputusan Kepala SKPD;

2 Menginstruksikan kepada Kepala SKPO Pembantu Pelaksana 2 Menginstruksikan kepada KepaJa SKPD Pembantu Agustus s.d Oesember Oinas Pelayanan Pajak
Pemungut Pajak untuk menyusun analisis jabatan maupun beban Pelaksana Pemungut Pajak untuk menyusun analisis 2014
kerja terkait pihaklbagian mana saja yang berperan dalam proses jabatan maupun beban kerja lerkail pihal<lbagian mana
pemungutan pajak daerah sebagai bahan penetapan kebijakan saja yang berperan dalam proses pemungutan pajak
pemberian Insentif pemungutan pajak daerah oleh Gubemur. daerah sebagai bahan penelapan kebijakan

pemberian Insentif pemungutan pajak daerah oleh
Gubemur.

12 Piutang Relribusi Senilai BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKD Provinsi OK! Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta akan berkoordinasi Agustus s.d Desember Dinas Pelayanan Pajak
Rp70.998.143.542 dan Piutang BLUD Jakarta unluk oerkoordinasi dengan SKPO lerkait untuk melakukan dengan SKPD terl<ait unluk meJaKukan perhitungan 2014
Senilai Rp30.963.525.481. Belum perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih alas Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Tak Tertagih alas Piutang Relribusi dan
Oisajikan Sebesar Nilai Bersih yang dan Piutang BLUO. sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Piulang BLUO, sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Oapat Direalisasikan (Net Realizable OKI Jakarta. Provinsi OKI Jakarta.
Value) pada Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
Tahun 2013

13 Pemerintah Provinsi OKl Jakarta Belum Atas temuan tersebul, BPK Rl telah memberikan tiga rekomendasi Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan: BPKD dan Dinas
Optimal Menyelesaikan Permasalahan kepada Gubernur Provinsi OKI Jakarta yailu: Kesehatan
Penyertaan Modal pada PT RSHJ 1 Melakukan koordinasi dengan Menteri Agama, Menteri 1 Melakukan koordinasi dengan Menteri Agama, Menleri Agustus s.d Desember

Kesehatan. dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk 2014
permasalahan status kepemilikan dan pengelolaan PT RSHJ; menyelesaikan permasalahan status kepemilikan dan

pengelolaan PT RSHJ;

2 Memerintahkan Sekretaris Oaerah untuk: 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah unluk:

a Meminta laporan keuangan Audited kepada Direksi PT a Meminta laporan keuangan Audited kepada Agustus s.d Oktober
RSHJ; Direksi PT RSHJ; 2014

b Memerintahkan Kepala BPKD untuk meningkatkan upaya b Memerintahkan Kepala BPKD untuk Agustus s.d. September
penatausahaan investasi atas penyertaan modal pada PT meningkatkan upaya penatausahaan investasi 2014
RSHJ; dan atas penyertaan modal pada PT RSHJ; dan

3 Mengirimkan surat kepada Pengelola PT RSHJ untuk 3 Mengirimkan surat kepada Pengelola PT RSHJ untuk Agustus s.d. September
menjeJaskan pengelolaan keuangan berupa penerimaan dan menjelaskan pengelolaan keuangan berupa 2014
pengeluaran pada PT RSHJ tennasuk kontribusi yang seharusnya penerimaan dan pengeluaran pada PT RSHJ lermasuk
dilerima oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. kontribusi yang seharusnya dilerima oleh Pemerintah

Provinsi OKI Jakarta.

! ~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
14 Pemerintah Provins! OKI Jakarta Selum BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provlnsi OKI Jakarta Membuat instruksi Gubernur kepada:

Sepenuhnya Mempersiapkan Penerapan agar menginstruksikan Kepala BPKD, Kepala BKD dan Kepala
Akuntansi Berbasis Akrual Diskominfomas untuk:

1 Berkoordinasi guna merancang grand design penerapan SAP 1 Kepala BPKD, Kepafa BKD dan Kepala Diskominfomas Aguslus s.d Desember BPKD, BKD dan
berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seeara Berkoordinasi merancang grand design penerapan 2014 Diskominfomas
optimal; SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi OK!

Jakarta seeara optimal;

2 Segera menyusun Road Map imptementasi SAP berbasis akrual 2 Kepala BPKD, Kepala BKD dan KepaJa Diskominfomas Agustus s.d Desember BPKD, BKD dan
yang membantu penerapan SAP berbasis akrual; dan menyusun Road Map implementasi SAP berbasis 2014 Diskominfomas

akrual yang membantu penerapan SAP berbasis
akrual; dan

3 Melaksanakan tahapan persiapan implementasi penerapan SAP 3 Kepala BPKD, Kepala BKD dan Kepala Diskominfomas Agustus s.d Desember BPKD, BKD dan
berbasis akrual sesuai dengan Road Map yang telah ditetapkan. akan melaksanakan tahapan persiapan implementasi 2014 Oiskominfomas

penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan Road
Map yang telah ditetapkan

15 Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Selum BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi OKt Jakarta Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan Agustus s.d Oesember BPKO dan Biro Hukum
Optimal dalam Menyeresaikan Sengketa unluk segera menyelesaikan sengkela tanah dengan PT DWK secara sengketa tanah dengan PT DWK secara optimal sesuai 2014
Tanah dengan PT OWK optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan yang berlaku.

16 Laporan Keuangan Provinsi OKI Jakarta BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi OKl Jakarta Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan membuat kebijakan Agustus s.d Desember BPKD
TA 2013 Belum Sepenuhnya untuk segera membuat kebijakan akunlansi terkait pengetolaan akuntansi terkait pengetolaan penerimaan hibah, bansos. 201.
Mengungkapkan Nitai Asel, Pendapatan, penerimaan hibah. bansos, dan CSR di lingkungan Provinsi OKl dan CSR di lingkungan Provinsi OKt Jakarta dengan
dan Betanja yang Berasal dan JakCirta dengan mengacu pada IPSA? 02. mengacu pada IPSAP 02.
Penerimaan Hibah, Bantuan Sosial, dan
Corporate Social Responsibility (CSR)

17 Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Belum BPK RI merekomendasikan kepada Gubemur Provinsi OKI Jakarta Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan:
Optimal dalam Menyelesaikan Sengketa untuk:
Tanah dengan PT PN 1 Segera menyetesaikan permasalahan sengketa tanah dengan PT 1 Segera menyetesaikan permasalahan sengketa tanah Agustus s.d Oesember BPKD

PN; dengan PT PN; 2014

2 Membenluk tim untuk melakukan evaluasi atas upaya hukum 2 Membentuk tim untuk melakukan evaluasi alas upaya Agustus s.d. September BPKD
yang telah ditempuh dan menentukan langkah penyelesaian yang hukum yang tetah dilempuh dan menentukan langkah 2014
lebih efeklif dalam rangka penyelesaian yang lebih efektif dalam rangka
mempertahankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi OKt mempertahankan aset yang dimitiki oleh Pemerintah
Jakarta Provinsi OKI Jakarta.

18 Pendapatan Asli Oaerah yang Berasal BPK RI merekomendasikan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan Agustus s.d Oesember Disnaker dan Biro Hukum
dari Perpanjangan Izin Memperkerjakan segera menerbitkan Peraturan Oaerah tentang Retribusi IMTA sebagai Peraturan Daerah lentang Retribusi tMTA sebagai tindak 2014
Tenaga Asing TA 2013 Minimal Senilai tindak tanjut dari Peraturan Pemerintah RepubJik Indonesia No. 97 lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 97
$5.326.075 USO Berpotensi Hilang Tahun 2012. Tahun 2012.
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

19 Addendum Kontrak Ke~a Sarna BPK RI merekomendasikan Gubernur OKI Jakarta agar: Gubernur OK' Jakarta akan :
PengeloJaan dan Pengoperasian TPST
Bantargebang Tidak Disusun Dengan 1 Mengkaji k1ausul·klausul pe~anjian kerja sarna pengeloJaan TPST 1 Mengkaji kiausul-kiausul perjanjian kerja sarna Agustus s.d Desember Dinas Kebersihan
Prinslp Saling Menguntungkan dan Bantargebang yang melemahkan kepentingan pihak PemproY OKI pengelolaan TPST Bantargebang yang melemahkan 2014
Berpotensi Merugikan Daerah SenHai Jakarta dan berpotensi merugikan daerah; kepentingan pihak PemproY OKI Jakarta dan
Rp182.650.562.948 berpotensi merugikan daerah;

2 Melakukan addendum Kerja Sarna pengelolaan TPST 2 Melakukan addendum Kerja Sarna pengelolaan TPST Agustus s.d Oesember
Bantargebang dengan prinsip saling menguntungkan antara Bantargebang dengan prinsip saling menguntungkan 2014
kedua belah pihak; dan antara kedua belah pihak; dan

3 Memberi sanksi kepada Kepala Oinas dan Kepala TPST 3 Memberi sanksi kepada Kepala Oinas dan Kepala Agustus s.d Oesember
Bantargebang yang menandatangani addendum I. II, III, dan IV TPST Bantargebang yang menandatangani addendum 2014
yang melampaui kewenangannya. I, II, Ill, dan IV yang melampaui kewenangannya.

20 Pengelolaan Pendapatan Rusunawa BPK RI merekomendasikan Gubernur OKI Jakarta agar: Membuat instruksi Gubemur kepada:
pada Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda (OPGP) Tidak Memadai dan 1 Menginstruksikan Kepala UPRS 1, II, dan III berkoordinasi 1 Kepala UPRS I, II, dan III berkoordinasi dengan kepala Agustus s.d. September Dinas Perumahan dan

Saldo Piutang Senuai Rp17.067.198.091 dengan kepala BPKD untuk menyusun SOP terkait penerimaan BPKO untuk menyusun SOP terkait penerimaan kas 2014 Gedung Pemda

Tidak Dapat kas dari sewa atas satuan unit rumah susun, pencatatan piutang dari sewa atas saluan unit rumah susun. pencatatan

Oiyakir,i Kewajarannya $erta membuat agir.g piutang pada sik!us penerimaan kas UPRS; piut<:.ng serta membuat aging piutang pada siklus
penenmaan kas UPRS;

2 Menginstruksikan Kepala UPRS I. II dan III berkoordinasi dengan 2 Kepala UPRS I, II dan III berkoordinasi dengan BPKD Agustus s.d. September Oinas Perumahan dan
BPKO dan Inspektorat Provinsi OKI Jakarta untuk melakukan dan Inspektorat Provinsi OKI Jakarta untuk melakukan 2014 Gedung Pemda
penelusuran kembali penenmaan dan sewa atas satuan unit penelusuran kembali penerimaan dan sewa alas
rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni satuan unit rumah susun dan melakukan pemulakhiran
rusunawa serta hasilnya disampaikan kepada BPK RI; database penghuni rusunawa serta hasilnya

disampaikan kepada BPK RI;

3 Menginstruksikan Kepala UPRS I, II dan III supaya mengkaji 3 Kepala UPRS I. II dan lit supaya mengkaji jumlah Agustus s.d. September Oinas Perumahan dan
jumlah kebutuhan dan kemampuan SOM unluk mengelola kebutuhan dan kemampuan SOM untuk mengelola 2014 Gedung Pemda
penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun; dan penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun;

dan

4 Menginstruksikan Kepala UPRS I, II. dan III agar meningkatkan 4 Kepala UPRS I, II, dan III agar meningkatl<an Agustus s.d. September Oinas Perumahan dan
pengendalian secara be~enjang. pengendalian secara berjenjang. 2014 Gedung Pemda

r~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

pelaksanaan
Keterangan

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan Kepata BPKD untukl 1
menyusun sistem pendapatan pembayaran angsuranlcicilan
rusun berbasis transaksi non cash yang berbasis teknologi
informasi atas pendapatan kas dari angsuran/ciciJan rumah
susun, pencatatan piutang, membuat aging piutang pada Siklus
Pendapatan Kas UPRS;

21 Pengelolaan Pendapatan Rusunami padalSPK RJ merekomendasikan agar:
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
(DPGP) Tidak Memadai sehinggal 1
Tagihan Penjualan Angsuran Gleilan
Rumah Susun Senilai Rp61.619.765.278
Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan BPKO
dan Inspektorat Provinsi OKI Jakarta untuk melakukan
penelusuran kembali pendapatan dari penjualan
angsuranlcicilan rumah susun dan melakukan
pemutakhiran databa!ie penghuni Rusunami serta
hasilnya disampaikan kepada BPK Rl; dan

Agustus s.d Desember
2014

Dinas Perumahan dan
Gedung Pemda

2 Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan BPKD danI 2
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran
kembali pendapatan dari penjualan angsuran/cicilan rumah susun
dan melakukan pemutakhiran database penghuni Rusunami serta
hasilny"a disampaikan kepada BPK RI; dan

Kepala UPRS II dan III berkoordinasi dengan BPKD
dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan
penelusuran kernbali pendapatan dari penjualan
angsuranJcicilan rurnah susun dan rnerakukan
pemutakhiran database penghuni Rusunami serta
hasilnya disampaikan kepada BPK RI; dan

Agustus s.d Desember IDinas Perumahan dan
2014 Gedung Pemda

3 Kepala UPRS tJ dan III supaya memisahkan fungsi pendapatan,l 3
pencatatan, pelaporan dan penyetoran dalam pengelolaan
pendapatan angsuran RusunamL

Kepala UPRS II dan III supaya memisahkan fungs;
pendapalan, pen;::atatan, pelaporan dan penyetoran
dalam pengelolaan pendapatan angsuran Rusunami.

Agustus s.d Desember IDinas Perumahan dan
2014 Gedung Pemda

merekomendasikan kepada Gubemur Provinsi DKI JakartalGubernur Provinsi OKI Jakarta akan:

1 Menyusun petunjuk leknis mengenai tata cara penatausahaan
Belanja Blaya Operasional Pendidikan, termasuk di dalamnya
mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dan pencatalan
realisasi dana BOP Negeri oleh Suku Dinas Pendidikan;

2 Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar:

b

!~

Oinas Pendidikan
Biro Hukum
Biro Dikmental

Aguslus s.d Desember
2014

Agustus S.d. September IDinas Pendidikan
2014

Agustus S.d. September IDinas Pendidikan
2014

Agustus S.d. September IDinas Pendidikan
2014

Memerintahkan PPK SKPD agar menggunakan
hasil verifikasi alas bukti pertanggungjawaban
belanja BOP sebagai dasar pencatatan reaHsasi
belanja;

Memberikan sanksi kepada tim monitoring BOP
atas kelalaiannya dalam melaksanakan
pengawasan penggunaan Dana BOP oleh
sekolah;

Memberi sanks! sesuai dengan peraturan yang
berlaku kepada kepala sekolah SON Tambora 01
Pagi, SON Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34,
SMAN 47, dan SMAN 68 terkait dengan
penyimpangan dalam pengelolaan BOP;

a

c

b

1 Menyusun petunjuk teknis mengenai tata cara
penatausahaan Belanja Biaya Operasional Pendidikan,
termasuk di dalamnya mekanisme
pertanggungjawaban penggunaan dan pencatatan
realisasi dana BOP Negeri oleh Suku Dinas
Pendidikan;

2 Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan akan:

hasH
BOP

Memerintahkan PPK SKPD agar menggunakan
verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja
sebagai dasar pencatatan realisasi belanja;

Memberikan sanksi kepada tim monitoring BOP atas
kelalaiannya dalam melaksanakan pengawasan penggunaan
Dana BOP oleh sekolah;

Memberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
kepada kepala sekolah SON Tambora 01 Pagi, SON Pela
Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 66
terkait dengan penyimpangan dalam pengelolaan BOP;

a

c

Realisasi Belanja Biaya operasionallBPK RI
Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri agar:
Tahun Anggaran 2013 senilai
Rp1.573.826.425.937 Disusun Bukan
Berdasarkan Bukli Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana di Sekorah, Indikasi
Kerugian atas 11 Sekolah yang Disampel
Senilai Rp8.293.088.324 dan Indikasi
Penyalahgunaan Dana BOP Secara
Sistemik pada Sekolah Negeri Se-OKI
Jakarta Dengan Cara Memanipulasi Bukti
Pengeluaran yang Hasilnya Antara Lain
Digunakan Untuk Membayar
PungulanJluran Wajib Kepada Organisasi
Kepala Sekolah dan sejenisnya

22
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
d Memerintahkan kepala sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SON d Memerintahkan kepala sekolah SON Tambora 01 Agustus s.d Desember Dinas Pendidikan

Pela Mampang 09 Pagi. SMKN 34, SMAN 47. dan SMAN 66 Pagi, ~DN Peta Mampang 09 Pagi, SMKN 34, 2014
periode Tahun 2013 untuk mempertanggungjawabkan SMAN 47, dan SMAN 68 periode Tahun 2013
indikasi kerugian daerah atas penggunaan Dana BOP untuk mempertanggungjawabkan indikasi
dengan menyetor ke Kas Daerah senilal Rp3.71 0.142.195; kerugian daerah atas penggunaan Dana BOP

dengan menyetor ke Kas Daerah senitai
Rp3.710.142.195;

e Memerintahkan kepala sekolah SON Tambora 01 Pagi, SON e Memerintahkan kepala sekolah SON Tambora 01 Agustus s.d. September Oinas Pendidikan
Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47, dan SMAN 68 Pagi, SON Pela Mampang 09 Pagi. SMKN 34, 2014
agar lebih transparan dalam penggunaan Dana BOP dengan SMAN 47, dan SMAN 66 agar lebih transparan
mempublikasikan RKAS dan reaUsasinya secara periodik dalam penggunaan Dana BOP dengan
pada papan pengumuman khusus yang disediakan; dan mempublikasikan RKAS dan realisasinya secara

periodik pada papan pengumuman khusus yang
disediakan; dan

f Memerintahkan Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Kepala f Memerintahkan Kepala Seksi Pendidikan Oasar Agustus s.d. September Dinas Pendidikan
Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan untuk meningkatkan dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah 2014
monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana BOP di Kecamatan untuk meningkatkan monitoring dan
sekolah penerima Dana BOP. evaluasi terhadap penggunaan Dana BOP di

sekolah penerima Dana BOP.

23 Penatausahaan Aset Tetap pada Badan BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPLHD agar: Kepala BPlHD berkoordinasi deflgan Kepala BPKD terkait Aguslus s.d Desember BPLHD
Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait persertifikatan aset Tanah persertifikatan aset Tanah pada BPLHD; Memerintahkan 2014
Jakarta dan Kantor Lingkungan Hidup pada BPLHD; Memerintahkan secara berjenjang kepada Pengurus secara berjenjang kepada Pengurus Barang di BPLHD,
Belum Optimal Barang di BPlHD, UPT LlHD dan KlH untuk melakukan pengamanan UPT llHD dan KlH untuk melakukan pengamanan BMD

BMD dan penatausahaan aset tetap sesuai Peraturan Menteri Dalam dan penatausahaan aset tetap sesuai Peraturan Menleri
Negeri Nomor 17 Tahun 2007. ::Jalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

24 Potensi Penerimaan Denda lebih Debit BPK RI merekomendasikan kepada:
Air Bawah Tanah Selurn Ditetapkan
Senilai Rp26.022.656.096 dan 1 Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian mengenai langkah~ 1 Sekrelaris Daerah unluk menyusun kajian mengenai Agustus s.d. September BPLHD

Penatausahaan Piutang Lebih Debit Air langkah dalam penyelesaian denda lebih debit air bawah tanah langkah-langkah dalam penyelesaian denda lebih debit 2014

Bawah Tanah Tidak Optimal yang belum ditetapkan sebagai piutang senilai Rp28.022.656.096. air bawah tanah yang belum ditetapkan sebagai
piutang senilai Rp28.022.656.096.

2 Kepala BPLHD berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Pajak 2 Kepala BPlHD berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Agustus s.d Desember BPLHD
untuk melakukan rekonsiliasi dan penagihan atas piutang denda Pajak untuk melakukan rekonsiliasi dan penagihan 2014
lebih debit air bawah tanah senilai Rp3.869.344.511; dan atas piutang denda lebih debit air bawah tanah senilai

Rp3.869.344.511 ;

3 Kepala BPlHD untuk melakukan penyisihan piutang berpedoman 3 Kepala BPlHD untuk melakukan penyisihan piutang Agustus s.d Desember BPLHD
pada Peraturan Gubemur Nomor 156 Tahun 2013 tentang berpedoman pada Peraturan Gubemur Nomor 156 2014
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lampiran 2 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Provinsi DKI Jakarta Lampiran 2 Nomor 16 tentang

Akuntansi Piutang

Ir"
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Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

KeteranganNo. Temuan Pemeriksaan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
25 Pembayaran Biaya Penyambungan Volt BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi membual instruksi Agustus s.d. September Dinas Perindustrian dan

Ampere (BPVA) atas Penyambungan Energi agar menginstruksikan PPK dan PPTK pembangunan instalasi kepada PPK dan PPTK pembangunan instatasi PJU untuk 2014 Energi
Baru senilai Rp1.249.782.900 atas Paket- PJU untuk melakukan konfirmasi kepada PT PLN ter1<.ait 10 melakukan konfirmasi kepada PT PLN lerkait 10 Pelanggan.
paket Pekerjaan Penerangan Jalan Pelanggan.
Umum (PJU) Selurn Didukung dengan
Bukti 10 Pelanggan yang Sah

26 Tagihan Susulan HasH Penertiban BPK Rf merekomldndasikan Kepafa Oinas Perindustrian dan Energi Kepara Dinas Perindustrian dan Energi akan:
Pemakaian Tenaga L1strik (P2TL) pada agar:
Enam Area Senifai Rp12.923.256.376
Belum Diuji Kebenarannya 1 Bersama Kepala Bidang Pencahayaan Kota melakukan verifikasi 1 Bersama Kepala Bidang Pencahayaan Kota Agustus s.d Desember Dlnas Perindustrian dan

terhadap tagihan susulan untuk P2TL di enam area yang sudah melakukan verifikasi terhadap lagihan susulan untuk 2014 Energi
dilakukan penertiban oleh PLN; P2TL di enam area yang sudah dilakukan penertiban

oleh PLN;

2 Bekerja sarna dengan PLN melakukan pengukuran real daya 2 Bekerja sarna dengan PLN melakukan pengukuran real September s.d. Oktober Oinas Perindustrian dan
terpasang area lain; dan daya terpasang area lain; dan 2014 Energi

3 Menginstruksikan PPKlPPTK agar lebih optimal dalam melaku!':an 3 Menginstruksikan PPKlPPTK agar lebih optimal dafam Agustus s.d. September Dinas Perindustrian dan
pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyambungan daya melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan 2014 Energi
yang dikerjakan oleh mitra untuk menghindari terjadinya penyambungan daya yang dikerjakan oteh mitra untuk
penyambungan daya yang tidak sesuai dengan ketentuan. menghindari terjadinya penyambungan daya yang tidak

sesuai dengan ketentuan.

27 Piutang Relribusi Perizinan Peningkatan aPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi OKI Jakarta agar Gubemur Provinsi OKI Jakarta melakukan percepalan September s.d. Oktober Oinas Tata Ruang
Intensitas Bangunan (KLB) Kepada PT mempercepat penentuan status Piutang Retribusi Perizinan penentuan status Piutang Relribusi Perizinan Peningkatan 2014
SSD Senilai Rp21.0n.657.143 pada Peningkatan Intensitas Bangunan (KLB) pada PT SSD. tntensitas Bangunan (KLB) pada PT SSD.
Dinas Tata Ruang Tidak Jetas Statusnya

28 Piutang Retribusi Senilai BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tata Ruang agar: Kepala Dinas Tata Ruang akan:
Rp41.817.332.614 pada Dinas Tata
Ruang Provinsl DKI Jakarta Belum

1 Menginstruksikan Kepata Sub Bagian Keuangan berkoordinasi 1 Menginstruksikan Kepara Sub Bagian Keuangan Agustus s.d. September Dinas Tata Ruang
Sepenuhnya Diyakini Kewajarannya

dengan masing-masing Kepala Bidang untuk melakukan berkoordinasi dengan masing-maslng Kepala Bidang 2014
penelusuran atas status penyetesaian piutang dan untuk melakukan penelusuran atas status
mengoptimalkan jawaban konfirmasi piutang dari WR; dan penyelesaian piutang dan mengoptimalkan jawaban

konfirmasi plutang dar! WR; dan

2 Mengoptimatkan penagihan kepada WR yang belum melakukan 2 Mengoptimalkan penagihan kepada WR yang belum Agustus s.d Desember Oinas Tata Ruang
pembayaran dengan menerbitkan STRD. dan/atau surat melakukan pembayaran dengan menerbilkan STRD, 2014
peringatan dan surat teguran. dan/atau surat peringatan dan surat teguran.

29 Dinas Tata Ruang Serum Optimal BPK RI merekomendasikan kepada Kepafa Dinas Tata Ruang untuk Kepala Dinas Tata Ruang melakukan penagihan piutang Aguslus s.d Desember Dinas Tata Ruang
Melakukan Penagihan Piutang dan melakukan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyisihkan 2014
Penyisihan Piutang Senilai dan menyisihkan piutang sesuai kebijakan akuntansi Provinsi OKI piutang sesuai kebfjakan akuntansi Provjnsi OKI Jakarta.
Rp209.086.664 8efum Sepenuhnya Jakarta.
Akurat

r~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

pelaksanaan
Keterangan

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)
30 Penerimaan Pendapatan Pemanfaatan BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi OKI Jakarta Gubernur Provinsi OKI Jakarta akan mengevaluasi kembali Agustus s.d Nopember RSUD Pasar Reba

BMD RSUD Pasar Reba dari Koperasi agar mengevaluasi kembaJi Keputusan Gubernur Nomar 1589 Tahun Keputusan Gubernur Nomar 1589 Tahun 2013 Tentang 2014
Karyawan Kurang Optimal 2013 Tentang Persetujuan Pemanfaatan SMD RSUD Pasar Reba Persetujuan Pemanfaatan BMD RSUD Pasar Reba Kepada

Kepada Koperasi Karyawan dengan mempertimbangkan manfaat yang Koperasi Karyawan dengan mempertimbangkan manfaat
paling menguntungkan bagi keuangan daerah. yang paling menguntungkan bagi keuangan daerah.

31 Pengeluaran Belanja Modal pada Unit BPK RI merekomendaslkan Kepala Dinas Perhubungan agar: Kepala Dinas Perhubungan akan :
Pengelola Transjakarta Busway Senilai 1 Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway menyusun 1 Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway Agustus s.d September
Rp26.981.205.620 Dianggarkan dan Rencana Bisnis dan Anggaran UP Transjakarta Busway sesuai menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran UP 2014 Oinas Perhubungan
Oirealisasikan pada Belanja Barang dan dengan peruntukan belanjanya; Transjakarta Busway sesuai dengan peruntukan
Jasa belanjanya;

2 Mencatat perolehan aset tetap dan realisasi belanja barang dan 2 Mencatat perotehan aset tetap dan realisasi belanja Agustus s.d Oktober Dinas Perhubungan
jasa sesuai dengan kebijakan akuntansi. barang dan jasa sesuai dengan kebijakan akuntansi. 2014

32 Penyajian Realisasi Belanja pada Unit BPK RI merekomendasikan Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta akan:

Pengelola Transjakarta Busway Jakarta agar:

Senilai 1. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran UP Transjakarta 1. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran UP Agustus s.d. September Dinas Perhubungan
Rp45.993.768.098 Tidak Berdasarkan Busway dan pelaksana kegiatan unluk lebih tertib dalam Transjakarta Busway dan pelaksana kegiatan untuk 2014
Bukti Pertanggungjawaban yang Telah mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan !ebih tprtjb dalam mengadministrasikan dan
Diverifikasi Kebenarannya dan pengeluaran pembayaran yang te/ah dilakukan; mempertanggungjawabkan penge/uaran pembayaran

Terdapat Indikasi Kerugian Oaerah yang telah dilakukan;

Senilai Rp53.161.612 2. Memerintahkan Bendahara Pengeruaran UP Transjakarta Busway 2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran UP Agustus s.d. September Dinas Perhubungan
untuk menelusuri penyebab terjadinya seHsih kurang saldo kas Transjakarta Busway untuk menerusun penyebab 2014
tunai dengan diverifikasi oleh Inspektorat dan apabila tidak dapat terjadinya selisih kurang saldo kas tunai dengan
memberikan penjelasan agar menyelorkan selisih kurang kas diverifikasi oleh Inspektorat dan apabila tidak dapat
tunai tersebut senilai Rp53.161.612 ke kas UP Transjakarta memberikan penjelasan agar menyetorkan selisih
Busway; kurang kas tunai tersebut senilai Rp53.161.612 ke kas

UP Transjakarta Busway;

3. Menginstruksikan PPK UP Transjakarta Busway untuk melakukan 3. Menginstruksikan PPK UP Transjakarta Busway untuk Agustus s.d. September Oinas Perhubungan
verifikasi atas kebenaran dokumen bukti pertanggungjawaban melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen bukti 2014
sebagai dasar pencatalan jurnal transaksi; dan pertanggungjawaban sebagai dasar pencatatan jurnal

transaksi; dan

4. Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway agar 4. Menginstruksikan Kepala UP Transjakarta Busway Agustus s.d. September Oinas Perhubungan
melakukan penelusuran atas nilai pendapatan dan belanja yang agar melakukan penelusuran atas nilai pendapatan 2014
menggunakan pendapatan operasional serta saldo kas yang dan befanja yang menggunakan pendapatan
sebenamya serta agar lebih cermat dalam melakukan operasional serta saldo kas yang sebenarnya serta
pengendarian alas pengeruaran belanja daerah sesua; dengan agar leblh cermat dalam melakukan pengendalian atas
ketentuan yang berlaku. pengeluaran beranja daerah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

c/
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Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

KeteranganNo. Temuan Pemeriksaan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
33 Penagihan Dana BerguJir Bina Ekonomi BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi OKI Jakarta Gubernur Provinsi OKl Jakarta akan :

PPMK Belum Optimal Senilai agar:
Rp428.693.745.547. Dana di Pemanfaat

1 Menginstruksikan kepada Kepala BPMPKB selaku 1 Menginstruksikan kepada Kepala BPMPKB selaku
Penanggungjawab Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Penanggungjawab TIm Asistensi Penyelesaian
Keuangan BE PPMK untuk: Permasalahan Keuangan BE PPMK untuk:

a Membuat rencana penagihan dana bergurir PPMK secara a Membuat rencana penagihan dana bergulir PPMK Agustus s.d Desember BPMPKB
detail mengenai waktu, sasaran pengguna dana dan, secara detail mengenai waktu. sasaran pengguna 2014
tahapan pelaksanaan prosedur ke~a; dana dan. tahapan pelaksanaan prosedur ke~a;

b Melakukan monitoring, evaruasi dan melaporkan hasil b Melakukan monitoring, evaluasi dan meraporkan Agustus s.d Desember BPMPKB
penyelesaian permasalahan secara periodik; hasH penyelesaian permasalahan secara periodik; 2014

c Menegur Tim Asistensi dan Satgas yang belum optimal c Menegur Tim Asistensi dan Satgas yang belum Agustus S.d. September BPMPKB
dalam upaya menyelesaikan permasalahan dana bergulir optimal dalam upaya menyelesaikan 2014
PPMK; permasalahan dana bergulir PPMK;

d Menginstruksikan kcpada TIm Asistensi Tingkat Kota d Menginstruksikan kepada TIm Asislensi Tingkat Agustus s.d Desember BPMPKB
Administrasi dan Satgas agar Laporan Dana Bergulir Kota Administrasi dan Satgas agar Laporan Dana 2014
diverifikasi keabsahannya sesuai dengan bukti pendukung. Bergulir diverifikasi keabsahannya sesuai dengan

bukti pendukung.

2 Merevisi Pergub No. 89 Tahun 2011 terkait dengan penyelesaian 2 Merevisi Pergub No. 89 Tahun 2011 terkait dengan Agustus s.d Desember BPMPKB
permasalahan dana bergulir yang tidak ada rindan pemanfaat penyelesaian permasalahan dana bergulir yang tidak 2014
dan selisih kurang saldo dana bergulir yang tidak teridentifikasi ada rincian pemanfaat dan selisih kurang saldo dana
senilai Rp34.168.845.756. bergulir yang tidak teridentifikasi senila;

Rp34.168.845.756.

34 Penggunaan Dana Hibah Bina Fisik BPK RI merekomendasikan Kepala BPMRKB agar menegur Pengurus Kepala BPMPKB akan menegur Pengurus LMK untuk Agustus s.d. September BPMPKB
Ungkungan dan Bina Sosial Tahap 1 LMK untuk segera menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah segera menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah 2014
pada 16 Kelurahan Senilai yang telah diaudit oleh KAP sesuai ketentuan yang ber1aku. yang telah diaudit oleh KAP sesuai ketentuan yang ber1aku.
Rp3.117.750.000 dan Tahap 2 pada 64
Kelurahan Senllai Rp15.727.000.000
Belum Disampaikan dan Belum Diaudit,
Serta Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Belum
OptImal

r~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
35 Pengenaan Nilai Sewa Barang Milik Alas permasalahan tersebut BPK RI memberikan rekomendasi Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan memerintahkan Kepala

Daerah dalam Perjanjian Karja Sarna kepada Gubemur Provinsi OKI Jakarta agar memerintahkan Kepala BPKD untuk:
Pemanfaatan Barang Mllik Daerah belum BPKD untuk: BPKD
Oidasarkan atas Formulasi Yang Baku 1 Mengusulkan formulasi perhitungan nUai sewa pemanfaatan 1 Mengusulkan formulasi perhitungan nilai sewa Agustus s.d Oesember

barang milik daerah; pemanfaatan barang milik daerah; 2014

2 Mengusulkan pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik 2 Mengusulkan pembentukan TIm Pemanfaatan Barang Agustus s.d Desember BPKD
Daerah. Milik Daerah. 2014

36 Tanah Dengan Sertifikat Hak Atas permasalahan lersebut BPK RI merekomendasikan Gubemur Provinsi DKI Jakarta akan:
Pengelolaan ( HPL) Seluas Sekitar kepadaGubemur Provinsi OKI Jakarta agar:
6.811.544 M2 Tldak Tercatal Dalam
Daftar Invenlaris Dan Administrasi Atas 1 Segera membuat peraturan mengenai monitoring atas pemberian 1 Membuat peraturan mengenai monitoring atas Agustus s.d Desember BPKD
Tanah Dengan Sertifikat Hak Guna rekomendasi HGB diatas HPL pemberian rekomendasi HGB diatas HPl. 201_
Bangunan (HGB) diatas HPL Seluas
Sekilar 5.820.892 M2 Tidak Memadai. 2 Memerinlahkan Kepala BPKD unluk melakukan inventarisasi alas 2 Memerintahkan Kepala BPKD untuk melakukan Agustus s.d Oesember BPKD

aset tanah milik Pemerintah Daerah OKI Jakarta dengan sertifikat inventarisasi atas asel tanah milik Pemerintah Daerah 2014
HPL yang diatasnya telah diterbitkan HGB. OKI Jakarta dengan sertifikat HPL yang diatasnya telah

diterbitkan HGB.

37 Pengendalian Terhadap Aplikasi e- Alas permasalahan tersebu! BPK RI merekomendasikan kepada: Membuat Instruksi Gubernur kepada:
Goverment tidak Memadai dan Belum ..
Terintegrasi

1 Gubernur Provinsi OKI Jakarta agar memerintahkan kepada 1 Kepala BPKD untuk melakukan evaluasi Aguslus s.d Desember BPKDsecara
Kepala BPKO untuk melakukan evaJuasi secara menyeluruh menyeJuruh tentang sistem yang sudah ada dengan 2014
tentang sistem yang sudah ada dengan berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
pihak-pihak terkait dan memperhatikan kaidah pengembangan memperhatikan kaidah pengembangan sistem yang
sistem yang balk. baik.

2 Kepala BPKO agar memastikan setiap pengembangan sistem 2 Kepala BPKD akanmemastikan setiap pengembangan Agustus s.d Desember BPKD
diikuti dengan penyerahan dokumentasi terkait sistem yang sislem diikuli dengan penyerahan dokumentasi terkait 2014
dikembangkan. sistem yang dikembangkan.

36 Simda BMD DKI sebagai ApJikasi Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendaslkan kepada: Membuat Instruksi Gubemur kepada:
Pengelolaan Aset belum dapat
diandalkan untuk digunakan di 4.450 UPB

1 Gubemur Provinsi OKJ Jakarta agar memerintahkan Kepala 1 Kepala BPKD untuk berkoordinasi dengan Dinas Agustus s.d Desember BPKD(unit pengelola barang)
BPKO untuk berkoordinasi dengan Olnas Kominfomas terkait Kominfomas terkait dengan pengembangan sistem 2014
dengan pengembangan slstem yang akan digunakan sebagai yang akan digunakan sebagai sarana pencatalan aset
sarana pencatatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
DKI Jakarta dengan memperhatikan kaidah-kaidah dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengembangan
pengembangan sistem yang baik. sistem yang baik.

2 Kepala BPKD agar membentuk help desk terkai! dengan 2 Kepala BPKD akan membentuk help desk terkait Agustus s.d Desember BPKD
permasaJahan pada pengguna slstem pengeloraan aset yang dengan permasalahan pada pengguna sistem 2014
akan dikembangkan. pengelolaan asel yang akan dikembangkan.

G
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Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

KeteranganNo. Temusn Pemerlksaan
pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
39 Bagi hasH pendapatan dan Koperasi Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Koperasl, UMKM, dan Perdagangan akan

Jass Keuangan belum seluruhnya disertai UMKM. dan Perdagangan agar memerintahkan Kepala UPT Dana memerinlahkan Kepala UPT Dana Bergulir untuk:

Isporan keuangan Bergulir untuk:

1 Membust Surat Edaran kepada ·seluruh KJK agar segers 1 Membus! Surat Edaran kepada seluruh KJK agar Agustus s.d. September Dinas Koperasi, UMKM
mengirimkan laporan keuangan berkals; segers mengirimkan laporan keuangan berkals; 2014 dan Perdagangan

2 Menganalisa Japoran keuangan yang disampaikan KJK untuk 2 Menganalisa laporan keuangan yang disampaikan KJK Agustus S.d. September Dinas Koperasi, UMKM
mengetahui nilai bagi hasil yang sebenamya kemudian untuk mengetahui nilai bagi hasil yang sebenamya 2014 dan Perdagangan
menyampaikan laporan analisisnya kepada Kepala Dinas; kemudian menyampaikan laporan analisisnya kepada

Kepala Dinas;

3 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT Dana 3 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Agustus S.d. September Dinas Koperasi, UMKM
Bergulir agar melaksanakan tugas secara cermat dan teliti di UPT Dana Bergulir agar melaksanakan tugas secara 2014 dan Perdagangan
masa mendatang. cermat dan teliti di masa mendatang.

40 Penganggaran Belanja Barang dan Jasa BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur OKI Jakarta unluk Gubemur DKI Jakarta membuat Instruksi Dinas kepada Agustus s.d. September BPKD
Berupa Bantuan Langsung Masyarakat mengeluarkan Instruksi Dinas kepada Panitia Anggaran agar Panitia Anggaran agar menyusun anggaran Belanja 2014
Secara Tunai Senilai Rp11.023.802.500 menyusun anggaranBelanja Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan masyarakat langsung
Belum Sesuai Ketentuan masyarakat langsung sesuai peraturan yang berlaku. sesuai peraturan yang ber1aku.

41 Implementasi Pemungutan Relribusi BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kominfemas agar: Kepala Dlnas Kominfomas akan:
Pengendalian Menara Telekemunikasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nemer 3 1 Menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai Relribusi 1 Menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Aguslus s.d Nopember Diskominfomas
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi berupa Petunjuk Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi berupa Petunjuk 2014
Sulil Dilaksanakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara

untuk diusulkan kepada Gubemur OKI Jakarta menjadi Peraturan Telekomunikasl untuk diusulkan kepada Gubemur OKI
Gubemur; Jakarta menjadi Peraturan Gubemur;

2 Melaksanakan pendaftaran dan pendataan, serta proses 2 Melaksanakan pendaflaran dan pendataan, serta Agustus s.d Nopember Diskominfomas
penaglhan kepada Wajib Retribusi Pengendalian Menara proses penagihan kepada Wajib Retribusi 2014
Telekemunikasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pengendalian Menara Telekemunikasi sesuai dengan
Gubemur Provinsi OKI Jakarta Nomer 109 Tahun 2013 tenlang yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi OKI
Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Jakarta Nemer 109 Tahun 2013 tentang Tata cara

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

o
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keteranganpelaksanaan

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)
42 5isa Penyaluran Dana Bantuan Soslal BPK RI merekomendasikan Gubemur Provins! OKI Jakarta untuk: Gubemur Provins! OK! Jakarta akan:

KJP di Rekening Penampungan Tidak
Segera Disetor ke Kas Daerah Sehingga 1. Memberikan sanksi sesuai keientuan yang berlaku kepada 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ber1aku Agustus s.d. September Dinas Pendidikan
Realisasi Belanja Bantuan Sosial KJP Kepala Dinas Pendidikan karena kurang optimal dalam kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kurang 2014
Lebih Dicatat Senlla! Rp27.994.680.000 mengawas; penyaluran dana bantuan sosial KJP yang menjadi optimal dalam mengawasi penyaluran dana bantuan

tanggung jawabnya; sosial KJP yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar: 2. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan
agar:

a. Memerintahkan Ketua Tim Manajemen KJP untuk a. Memerintahkan Ketua Tim Manajemen KJP untuk Agustus s.d. September Dinas Pendidikan
meningkatkan koordinasi dengan Bank OKI terkait monitoring meningkatkan koordinasi dengan Bank OKI terkait 2014
rekening penampungan dan pelaporan monitoring rekening penampungan dan pelaporan
penyaruran dana Bansos KJP serta penyaluran dana Bansos KJP serta
mempertanggungjawabkannya kepada BPKO mempertanggungJawabkannya kepada BPKD
secara periodik; dan secara periodik; dan

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berJaku kepada b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang Agustus s.d. September Dinas Pendidikan
Kepala Bidang SMK. Kepala Bidang SMP/SM~. Kepala ber1aku kepada KepaJa Bidang SMK, Kepala 2014
Bidang TKlSO/PLB dan Sekretaris Oinas Bidang SMP/SMA. Kepala Bidang TKlSO/PLB dan
Pendidikan karena kurang cermat dalam menjalankan Sekretaris Oinas
tugasnya selakuKetua Tim Manajemen KJP. Pendidikan karena kurang cermat daJam

menjalankan tugasnya selakuKetua Tim
Manajemen KJP.

• ~UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ~
V IBUKOTA JAKARTA, /

J

~~~



Lampiran II: lnstruksi Gubernur Provinsi Daerah KhuSU5
Ibukota Jakarta

NO. LHP

TANGGAL

AUolTAMAIPERWAKILAN BPK RI

Nomor
Tanggal

RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPU811K INDONESIA DALAM
LAPORAN HA$IL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH oAERAH PROVINSI oAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA KEPATUHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

: 18.C/LHPIXVUI.JKT-XVllLJKT.2106/2014

: 19 JUNI 2014

PROVINSI OK! JAKARTA

93 TAHUN 2014
18 Agustus 2014

No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

(1) (2) 13\ 14\ 15\ . (6)

1. Pertanggungiawaban biaya pengendaJian BPK RI merekomendaslkan kepada Gubemur oKI Jakarta agar: Kota Adm. Jakarta utara,
teknis pada 29 SKPD tidak sesuai ketenluan 1

Menginstruksikan kepada kepala SKPD terkait untuk 1. Membuat Instruksi Gubemur kepada KepaJa $KPD Agustus - September 2014
Kota Adm. Jakarta Selatan,

dan berindikasi merugikan keuangan daerah .
mempertanggungjawabkan indikasi kerogian daerah senilai tel1l.ait untuk mempertanggungiawabkan

Kota Adm. Jakarta Baral
senilai Rp27.960.336.141 Rp27.960.336.141 sesuai ketentuan yang bertaku indikasi kerogian daerah senilai Rp154.001.000 sesuai

Kota Adm. Jakarta Timur,

ketentuan yang berlaku. Kota Adm. Jakarta Pusa!,
BLUD RS Duren Sawit,

2. Melakukan evaluasi alas Keputusan Gubernur yang mengalur 2. Melakukan evaluasi atas Keputusan Gubernur yang Aguslus· Oktober 2014 Dioas Kominfomas,
mengenai Braya Pengendalian Teknis m~ngalur mengenai Biaya Pengendallan Teknis Dinas Pertamanan dan

Pemakaman.
Dinas Sosial.

Dinas Tata Ruang,
Dinas Perinduslrian dan

Energi,
BLUD RS Koja,

BLUD RS Tarakan,
BLUD RS Cengkareng,
BLUD RS Sudhl Asih,
BLUo RS Pasar Rebe,

Sekretaliat DPRD,
Oinas Peke~aao Umum,

Dloas Kelautan dan Pertanian,
Dinas Pelayaoan Pajak,

Dinas Pemubungan,
BPKD,

Dinas Pendidikan,
Dinas Kebersihao,
Dinas Kesehalan.

BPMP,
Dinas Perumahan & Gedung

Pemda.
Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan,
Drnas Tenaga Ke~a dan

Transmigrasi (Pusat Pelatihan
Ke~a Daerah Jakbar)

r~



(2) I (3)

No.

(1)

Temuan Pemerlksaan Rekomendasi

2

Rencana Aksi

(4)

Waktu
peJaksanaan

(5)

Keterangan

(6)
Oenda Kelerlambatan pada 25 Kegialan BPK Rl merekomendasikan kepada Gubernur OKI Jakarta agar:
Konlrak pada Pemerintah Provinsi DKI Ja~arta 1. Memerintahkan Kepala SKPD lerkait berkoordinasi dengan masing-l1.
Senilai Rp2.997.725.066, Pembayaran masing pelaksana pekerjaan lerkait untuk
Mendahului Preslasi Pekerjaan Senilai mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan alas denda
Rp14.344.168.242 dan Barang Tidak Sesuai keterlambatan yang belum dikenakan dikurangi pengembalian senilai
Spesifikasi Senilai Rp154.237.659 Rp2.312.129.445 (Rp2.997.725.066 _ Rp685.595.621) dan

menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya
kepada BPK Rl dan mengganti barang- barang yang tidak sesuai
kontrak

2.

2. Memerintahkan Kepala SKPD menginslruksikan kepada PPK, PPTKI2.
dan PPHP di masing-masing SKPD terkait untuk lebih cermat dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Membual Instruksi Gubemur kepada Kepala SKPD
terkait akan ber1<:oordinasi dengan masing..masing
pelaksana pekerjaan terkail unluk
mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan
atas denda keterlambatan yang belum dikenakan
dikurangi pengembalian senilai Rp2.312.129.445
(Rp2.997.725.066 - Rp685.595.621) dan
menyelorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan
bukti setomya kepada BPK Rl dan mengganti barang.
barang yang tidak sesuai kontrak; dan

Kepala SKPD akan membuat surat lnslruksi kepada
PPK, PPTK dan PPHP di masing·masing SKPD terkait
untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.

Agustus· DeserT,lber 2014

Aguslus - Seplember 2014

Kola Adm. Jakarta Selalan,
Dinas Perindustrian dan

Energi,
BLUD RS Tarakan.

BLUD RS Pasar Reba,
Sekretariat DPRD,

Olnas Pekerjaan Umum,
BPKD,

Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan

Bencana,
Dinas Kesehatan,

Dinas Perumahan & Gedung
Pemda

Keleblhan Pembayaran pada 153 Kegiatan BPK RJ merekomendasikan kepada Gubernur OKI Jakarta agar: Membuat lnstruksi Gubemur kepada :
Kontrak pads Pemerintah Provinsi OKl Jakarta 1. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk berkoordinasi dengan 1. Kepala SKPD terkait akan berkoordinasi dengan
Senilai Rp13.462.165.459 dan Oenda masing.masing pelaksana pekerjaan untuk masing-masing pelaksana pekerjaan untuk
Kelerlambatan Belum Dikenakan Senilai mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran alas kekurangan mempertang9ungjawabkan kelebihan pembayaran alas
Rp884.546.372 volume dan kekurangan penenmaan atas denda keter1ambatan yang kekurangan volume dan kekurangan penerimaan alas

bel'.Jm ojikenakan dikura~i pengembalian dikurangi perhitunga:l denda keler1c.mbatan yang belum dikenakan dikurangi
tambah kurang pekerjaan (CCO) dikurangi pelaksanaan pekerjaan pengembalian dikurangi perhitungan tambah kurang
masih dalam penyelesaian senilai Rp4.479.324.426 pekerjaan (GGO) dikurangi pelaksanaan pekerjaan
(Rp13.462.165.459 + Rp884.546.372 - Rp7.937.855.473 - masih dalam penyelesaian seniJai Rp4,479.324.426
Rp1.630.147.532 - Rp299.384,400) dan menyetorkannya ke Kas (Rp13.462.165.459 + Rp884.546.372 -
Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI; Rp7.937.855.473 - Rp1.630.147.532· Rp299.384.400)

dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta
menyampaikan bukti setomya kepada BPK RI;

3.

2. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemdal2.
unluk Memerintahkan PPK dan PPTK berkoordinasi dengan masing.
masing !mntraktor untuk memperhitungkan kekurangan volume total
senilai Rp1.630.147.532 pada Perhitungan Tambah Kurang
Pekerjaan (GGO) dan pembayaran termin berikutnya

3. Menginslruksikan Direklur RSKD Duren Sawit untukl3.
mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan yang masih dalam
penyelesaian senilai Rp299.384.400 sesuai dengan kontrak yang
telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pemasangan
penyetesaian pekerjaan kepada BPK RI

4. Mernerinlahkan Kepala SKPD lerkai! menginstruksikan kepada PPK,14.
PPTK dan PPHP di masing-masing SKPD lerkait untuk lebih cermat
dalam melaksanakan IUgas dan tanggung jawabnya.

Kepala SKPD terkai! akan membual sural Instruksi
kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing
SKPD terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan
lugas dan tanggung jawabnya

Oirektur RSKO Duren Saw'it untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan
yang masih dalam penyelesaian senilai Rp299.384.400
sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan
menyampaikan laporan pemasangan penyelesaian
pekerjaan kepada BPK RI; dan

Kepala SKPO terkait akan membuat sural Inslruksi
kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing-masing
SKPO lerkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya

Aguslus - Desember 2014

Agustus - September 2014

Agustus· Oktober 2014

Aguslus - September 2014

BPlHD,
BPMPKB,

BPAD,
BPBD.

Kola Administrasi Jakarta
Utara,

Kota Adm. Jakarta Selatan.
Kola Adm. Jakarta Barat,
Kola Adm. Jakarta Pusat,
BLUD RS Duren Saw'it,
Dinas Pertamanan dan

Pemakaman.
Dinas SosiaJ,

BLUD RS Koja,
BLUe RS Pasar Reba,

Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Kelautan dan Pertanfan,

Kota Adm. Jakarta TImur,
Dinas Pemubungan,

BPKD,
Dinas Pendidikan,

Dinas Koperasi, UMKM, dan
Perdagangan,

Dinas Kesehatan.
Dlnas Perumahan & Gedung

Pemda,
Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan,
Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.
Sekretaris Daerah

t~
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Keterangan

(6\

Kota Adm. Jakarta TimurAgustus - September 2014

Waktu
pelaksanaan--

(5)

Rencana Aksi

Pegawai Kola Administrasi Jakarta Timur yang terlibat
dalam permasalahan pe~alanan dinas dikoordinasikan
oleh PPTK, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara
Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan dengan
menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan bukti
setomya kepada BPK RI;

(3) I (4)

Rekomendasi
--

(2)

Temusn Pemeliksaan

Realisasi Biaya Pe~alanan Dinas Kola BPK RI merekomendasikan Walikota Jakarta Timur agar menginslruksikanlWalikola Jakarta Timur akan membuallnstruksi kepada:
Administrasi Jakarta Timur Berindikasi kepada:
Merugikan Keuangan Daerah Senilai ,. Memerintahkan Pegawai Kola Admlnistrasi Jakarta Timur yangll.
Rp48.928.200 tenibat dalam permasalahan perjalanan dinas dikoordinasikan oleh

PPTK, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk
mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke kas daerah serta
menyampaikan bukU setornya kepada BPK RI

4.

No.
-

(11

2. Menginstruksikan kepada para PPTK di lingkungan Walikota Jakartal2.
timur untuk lebih cermat dalam merealisasikan biaya pe~alanan dinas
dan sesuai denQan ketentuan

Para PPTK di lingkungan Walikota Jakarta timur untuk
lebih cermat dalam merealisasikan biaya perialanan
dinas dan sesuai denoan ketentuan.

Agustus - September 2014 Kota Adm. Jakarta Timur

Dinas Perhubungan,
UPT APK,

UP Transjakarta Busway

Dinas Pemubungan,
UPT APK,

UP Transjakarta Busway

Agustus - September 2014

Agustus - September 2014

Kepala Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala UPT
APK yang kurang optimal dalam melakukan
pengendalian kegiatan-kagiatan yang dilaksanakan
oleh bawahannya;
Kepala Dinas Perhubungan membuat lnstruksi kepada
Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan,
yang berlaku kepat:la Kepala Seksi dan Slat Seksi~

Pelayanan UPT APK selaku PPTK karena merekayaso:
nota bon pertanggungjawaban kegiatan BBM kapal; !

Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuail2.
kelenluan yang berlaku kepada Kepala Seksi dan Stat Seksi
Pefayanan UPT APK selaku PPTK karena merekayasa nota bon
per1.ang!Jungjawaban kegiatan B8M kapal

2.

Pertanggungjawaban Pengisian BBM Kapal BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan agar.
pada UPT Angkutan Perairan dan 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang benaku kepada Kepalal1.
Kepelabuhanan Dinas Pemubungan Senila; UPT APK yang kurang optimal dalam melakukan. pengendalian
Rp1.069.649.000 Tidak Dapat Diyakini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahannya
Kebenarannya Serta Terdapat Indikasi
Kelebihan Pembayaran BBM Senilai
Rp212.237.500

5.

3. Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuail3.
ketentuan yang berlaku kepada Kepala Pelabuhan Muara Angke dan
Pengawas Pelabuhan Marundakarenamenerbitkan dokumen SP8
diluar kewenangannya

Kepala Dinas Perhubungan membuat lnstruksi kepada
Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku kepada Kepala Pelabuhan Muara Angke
dan Pengawas Pelabuhan Marundakarenamenerbitkan
dokumen SPB dlluar kewenangannya;

Agustus - September 2014 Dinas Perhubungan,
UPT APK,

UP Transjakarta Busway

4. Menginslruksikan Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuail4.
ketentuan yang berlaku kepada Kepala Tata Usaha UPT APK setaku
PPK SKPD karena lalai dalam meneliti kelengkapan, keabsahan, dan
lidak menguji kebenaran dokumen pengeluaran belanja BBM ~apal

Kepala Dinas Pertmbungan membuat Instruksi kepada
Kepala UPT APK memberikan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku kepada Kepala Tata Usaha UPT APK
selaku PPK SKPD karena lalai dalam menelili
kelengkapan, keabsahan, dan tidak menguji kebenaran
dokumen pengeluaran belanja 88M kapal;

Agustus - September 2014 Dinas Perhubungan,
UPT APK,

UP Transjakarta Busway

5.

6.

Menginstruksikan Kepala UPT APK memberikan taguran kepadal5.
Bendahara Pengeluaran UPT APK atas kekurangcermalannya
dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Memerinlahkan Kepala $eksi dan Staf Seksi Pelayanan UPT APKI6.
dan Kepala UPT APK untuk mempertanggungjawabkan ketebihan
penggunaan B8M TA 2013 senila; Rp212.237.500 dengan
menyetorkannya ke Kas Oaerah serta menyampaikan bukli setomya
kepada BPK RI

Kepala Dinas Perhubungan membuat Instruksi kepada
Kepala UPT APK memberikan teguran kepada
Bendahara Pengeluaran UPT APK atas
kekurangcermatannya dalam melaksanakan tugas yang
menjadi tanggung Jawabnya; dan

Kepala Dinas Perhubungan membuat lnstruksi kepada
Kepala Seksi dan Staf Seksi Pelayanan UPT APK dan
Kepala UPT APK untuk mempertanggungjawabkan
kelebihan penggunaan 88M TA 2013 senilai;
Rp212.237.500 dengan menyetorkannya ke Kas
Daerah serta menyampaikan bukti setomya kepadal
BPKRI

Agustus· September 2014

Agustus - Desembef 2014

Dinas Perhubungan,
UPT APK,

UP Transjakarta Busway

Dinas Perhubungan,
UPT APK,

UP Transjakarta Busway

6. Bendahara Pengeluaran Unit Pengelola BPK RI merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar menginstruksikan Membuat Instruksi Gubemur kepada Kepala UP
Transjakarta Busway Tidak Melakukan Kepala UP Transjakarta Busway untuk menyelesaikan indikasi kekurangan Transjakarta Busway akan menyelesaikan indikasi
Kewajiban Memungut dan Menyetor\(an Pajak pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Operator Busway kekurangan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas
Penghasilan atas Jasa Operator Bus senilai Rp57.325.261.670 sesuai ketentuan yang berlaku Jasa Operator Busway senilai Rp57.325.261.870 sesuai
Transjakarta Periode Tahun 2009 Sampai kelentuan yang berlaku.
Dengan Tahun 2013 Senilai Rp57.325.261.670

Agustus • Desember 2014 Dinas Perhubungan,
UPT APK.

UP Transjakarta Busway

!~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Kelerangan
oelaksanaan

/1l 121 131 {41 {51 161
7. Unit PengeloJa Transjakarta Busway Tidak BPK RI merekomendasikan Gubernur OK! Jakarta untuk memerintahkan Membuat Instruksi Gubemur kepada Kepala Oloas Agustus • September 2014 Dinas Perhubungan,

Mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Kepala Dinas Perhubungan agar menegur Kepala UP Transjakarta Busway Perhubungan agar menegur KepaJa UP Transjakarta UPT APK,
Senilai Rp40.400.430 atas Dua Kegiatan yang dan menyetorkan kekurangan pembayaran ke Kas UP Transjakarta Busway dan menyetorkan kekurangan pembayaran ke Kas UP Transjakarta Busway
ndak Selesai Dikerjakan oleh Rekanan Busway senilai Rp101.300 UP Transjakarta Busway senilai Rp101.300

6. Kekurangan Penetapan 8ea Masuk Senilai 8PK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan ber1<oordinasi Kepala Dinas Perhubungan akan ber1<oordinasi dengan Agustus - Desember 2014 Dinas Perhubungan,

Rp639.712.000, PPN Imper Senilai dengan instansi ter1<ait (dhi. Dirjen 8ea dan Cukai) untuk menetapkan instansi ter1<ait (dhi. Dirjen Bea dan CUkai) unluk UPT APK,
Rp703.681.000, PPh Pasal 22 Senilai sanksi kepada PPJK dan denda minimal senilai Rp639.712.000 lerhadap menetapkan sanksi kepada PPJK dan denda minimal senilai UP Transjakarta Busway

Rp175.922.000 alas Impor 30 Unit Bus PTMAC Rp63S.712.000 terhadap PT MAC
Zhongthong lCK 6180 GC atas Pengadaan
Pakel IV Articulated Bus dan Denda Minimal
Senila; Rp639.712.000 alas Sanksi
Adminislrasi Bea Masuk yang Kurang Bayar

9. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bus Busway BPK RI merekomendasikan kepada Gubemur Provinsi DKI Jakarta agar:
dan Medium Bus Tahun 2013 pada Dinas
Perhubungan Provinsi OKI Jakarta Tidak 1. Memberikan sanksi legas sesuai ketentuan yang berlaku kepada 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta akan memberikan Agustus - September 2014 Dinas Perhubungan,
Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Dan TIdak KepaJa Dinas Pemubungan Provinsi OKI Jakarta selaku PA sanksi tegas sesuai ketentuan yang bertaku kepada UPT APK,
Dapat Diyakini Kewajaran Harganya $enilai pengadaan bus busway dan Bus sedang TA 2013 alas pertakuan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku UP Transjakarta Busway
Rp118.400.558.622 dan Rp43.873.621.686 diskriminatif dan dengan pertimbangan yang lidak obyeklif dalam PA pengadaan bus busway dan Bus sedang TA 2013

menen1ukan kriterialpersyaratan peserta lelang pengadaan bus atas perlakuan diskriminatif dan dengan pertimbangan
busway (jan bus sedang tahllO 2013 dengan harus memiliki SIUP yang tidak obyektif dalam menenlukan

kriterjaJpersyaratan peserta lelang pengadaan bus
bUsway dan bus sedang tahun 2013 dengan harus
memHiki SIUP:

2. Memberikan sanksi legas sesuai ketentuan yang berlaku kepada 2. Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan Memberikan Agustus - September 2014 Dinas Perhubungan,
Sekretaris Dinas Perhubungan selaku PPK pengadaan bus busway sanksi tegas sesuai ketenluan yang bertaku kepada UPT APK,
dan Bus sedang TA 2013 alas lemah dalam meJakukan pengawasan Sekretaris Dinas Perhubungan selaku PPK pengadaan UP Transjakarta Busway
dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya dalam bus busway dan Bus sedang TA 2013 atas lemah
penyusunan HPS oleh BPPT yang terindikasi telah digetembungkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
sehingga memberi peluang pemenang lelang mendapat keuntungan terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya dalam
secara tidak wajar; tidak mempertimbangkan untuk memutus konlIak penyusunan HPS oIeh BPPT yang terindikasi lelah
pengadaan articulated bUS, single bus, dan medium bus yang digelembungkan sehingga membert peluang pemenang
dilaksanakan oleh PT ID secara sepihak setelah Putusan KPPU alas lelang mendapat keuntungan secara lidak wejar; lidak
Perkara Nomor 04/KPPU·U2013 terM mempertimbangkan untuk memutus konlIak

pengadaan articulated bus, single bus, dan medium bus
yang dilaksanakan oleh PT 10 secara sepihak selelah
Putusan KPPU atas Per1<ara Nomor 04/KPPU-U2013
terbit;

3. Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada 3. Gubemur Provinsi OK] Jakarta akan Memberikan Agustus • September 2014 Dinas Perhubungan,
Panitia Pengadaan karena lemah dalam menyusun persyaratan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada UPT APK,
kualifikasi peserta relang dengan bersikap diskriminatif dan tidak Panitia Pengadaan karena lemah dalam menyusun UP Transjakarta Busway
berdasar1<an pertimbangan obyektif mensyaratkan SIUP bagi peserta persyaratan kualifikasi peserta lelang dengan bersikap
lelang bidang peke~aan konstruksi; mengevaluasi persyaralan diskriminatif dan tidak berdasarkan pertimbangan
peserta serta mencari data dan informasi penyedia; mendeteksi obyektif mensyaratkan SIUP bagi peserta lelang bidang
adanya indikasi persekongkolan antara peserta pekerjaan konstnlksi: mengevaluasi persyaralan

peserta serta mencari data dan informasi penyedia:
mendeteksi adanya indikasi persekongkolan antara
peserta;

(rv/



5

No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi oer~:~~Uaan Kelerangan
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4. Mengirimkan sural kepada kepala BPPT supaya memerintahkan 4. Gubemur Provins! OKI Jakarta akan Mengirimkan sural Agustus - September 2014 Dinas Perhubungan,

Penanggung jawab dan Tim PeJaksana Kegiatan Perencanaan Bus kepada kepala 8PPT supaya memerintahkan UPT API<,
Busway dan Medium Bus untuk ikut mempertanggungjawabkan atas Penanggung jawab dan Tim Pelaksana Kegiatan UP Transjakarta Busway
penyusunan usutan HPS yang tidak dikalkulasikan secara keahlian Perencanaan Bus Busway dan Medium Bus votuk ikul
berdasar1tan data yang dapat dipertanggunjawabkan dan terindikasi mempertanggungjawabkan alas penyusunan usuJan
telah digelembungkan harganya sehingga pemenang lelang dapat HP$ yang tidak dikalkulasikan secara keahlian
menawarkan harga secara tidak wajar berdasarkan data yang dapal dipertanggunjawabkan

dan terindikasi telah digelembungkan harganya
sehingga pemenang lelang dapat menawaJ1c::an harga
secara tidak wajar;

5. Mengusulkan dilakukannya pemeriksaan oleh KPPU kepada para 5. Gubemur Provinsi OK1 Jakarta akan mengusulkan Agustus· Oktober 2014 Dinas Pemubungan.
peserta 1elang pengadaan bus busway dan bus medium yang dilakukannya pemeriksaan oleh KPPU kepada para UPT APK.
terindikasi melakukan persaingan tidak sehat dalam proses peserta lelang pengadaan bus busway dan bus medium UP Transjakarta Busway
petelangan dan menindaklanjuti hasilnya yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat

da1am proses pelelangan dan menindaklanjuti hasilnya:
dan

6. Agar memperhitungkan nilai ketidakwajaran yang le~adi senUai 6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memperhitungkan Desember· Desember 2014 Dinas Perhubungan.
Rp162.274.180.117 dalam paket pekerjaan pengadaan articulated nilai ketidakwajaran yang terjadi seni1ai UPT APK,
bus dan single bus yang telah dibayar lunas serta sisa paket Rp162.274.180.117 dalam paket peke~aan pengadaan UP Transjakarta Busway
peke~aan pengadaan bus bUsway dan bus medium yang belum articulated bus dan single bus yang teJah dibayar lunas
dilakukan pembayaran lunas serta sisa paket pekerjaan pengadaan bus busway dan

bus medium yang belum dilakukan pembayaran lunas.

10. Dana Joining Fee dari 5 Bank Unluk BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan agar.
Pengadaan Sistem E·Ticketing Transjakarta 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UP Transjakarta 1. Kepala Oinas Perhubungan akan memberikan sal"ksi Agustus - September 2014 Oloas Perhubungan,
Tidak Dikelola Sesuai Kelentuan Busway karena metakukan penunjukkan langsung perusahaan sesuai ketentuan kepada Kepala UP Transjakarta UPT APK,

penyedia sistem e-tick.eting Transjakarta Busway karena melakukan penunjukkan rangsung UP Transjakarta Busway
perusahaan penyedia sislem e-ticketing Transjakarta;

2. Menginstruksikan Kepata UP Transjakarta Busway unluk 2. Kepala Dinas Perhubungan akan membual Instruksi Agustus - Oesember 2014 O;nas Perhubungan.
mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana kepada Kepala UP Transjakarta Busway untuk UPT APK,
masing·masing senUa; Rp43.447.186.946 dan Rp30.155.082.900 mempertanggungjawabkan penerimaan dan UP Transjakarta Busway
sesuai kelentuan yang berlaku. penggunaan dana masing-masing senilai

Rp43.447.186.946 dan Rp30.155.082.900 sesuai
ketenluan vane berfaku

t~
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11. Penyaruran Dana Hibah BOP SW3sta M3SihlBPK RI merekomendasikan Gubemur Provinsi OKI Jakarta untuk:

Bel~m. Sesuai Ketentuan dan Tidak Efektif 1. Merevisi Peraturen Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikanl1.
Semisl Rp6.051.150.000 Pada SekofahiMadrasah Swasta agar juga mencantumkan

persyaratan pembukaan rekening di Bank OK1 sebagai syarat
pengajuan dana hibah BO?

2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar: 12.

a. Lebih optimal dalam melakukan evaluasi dan pengawasan
terhadap pelaksanaan belanja hibah BOP kepada sekolah
swasla sehingga tidak terjadi temuan benJlang dan tahun
sebelumnya

Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan merevisi Peraturan
Gubemur tenlang Biaya Operasional Pendidikan Pada
SekolahIMadrasah Swasta dan akan mencanlumkan
persyaratan pembukaan rekening di Bank DKI sebagai
syarat pengajuan dana hibah BOP;

Membuat lnstruksi Gubemur kepada Kepala Dinas
Pendidikan agar:

a. lebih optimal dalsm melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan belanja hibah
BOP kepada sekorah swasta sehingga tidak lerjadi
temuan berulang dan tahun sebelumnya

P,ogustus· Desember 2014

AgustuS· Desember 2014

Dinas Pendidikan Provinsi DKJ
Jakarta, Suku Dinas
Pendidikan Dasar di lima kola
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola

Administrasi Jakarta pusst'l
Jakarta Barat, Jakarta Selatan.
dan Jakarta TImur, Biro
Hukum dan Biro Dikmentar

Dinas Pendidikan Provinsl DKI
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kota
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Meneogah di Kota

Adminislrasi Jakarta Pusat.
Jakarta Barat, Jakarta Selatan.

dan Jakarta Timur

b. Menyelorkan ke Kas Oaerah dana hibah BOP yang tidak
dimanfaatkan dan masih ada di rekening penerima dana hibah
BOP senilai Rp4.868.670.000 (Rp6.051.150.000 -Rp285.120000
- Rp872.940.000 - Rp24.420.000)

c. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan ketentuan mengenai
Slaya OperasionaJ Pendidikan kepada Kepala Suku Dinas
Pendidikan, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, dan
Pengawas Sekolah

d. Menginstruksikan KepaJa Seksi Cinas Pendidikan Dasari
Kecamatan Cempaka Putih, Kebayoran Baru, Jagakarsa,1
Mampang Prapatan, CiJandak, Pasar Minggu, pesanggrahan'l
Setiabudi, Penjaringan dan Kepala Suku Dinas Pendidikanl
Oasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selalan agarl
lebih cermat dalam membuat usulan penerima dana hibah BOP
TA 2013

b. Menyetorkan ke Kas Daerah dana hibah BOPl Agustus - Oesember 2014
yang tidak dimanfaatkan dan masih ada di
rekening penerima dana hibah BOP ser,ilai
Rp4.B68.670.000 (Rp6.051.150.000
-Rp285.120000 - Rp872.940.000 -
Rp24.420.000)

c. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikanl Agustus - Oktober 2014
ketentuan mengenai Biaya Operasional
Pendidikan kepada Kepala Suku Dinas
Pendidikan, Kepala Seksi Dinas Pendidikan
Kecamatan, dan Pengawas Sekolah

d. Menginstruksikan Kepala Seksi Dinas Pendidikan[ Agustus· September 2014
Dasar Kecamatan Cempaka Putih, Kebayoran
Baro, Jagakarsa, Mampang Prspatan, Cilandak,
Pasar Minggu, Pesanggrahan, Seliabudi,
Penjaringan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan
Casar Kola Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta
Selalan agar lebih cermat dalam membual usulan
penerima dana hibah SOP TA 2013

Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta. Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kola
adminlstfasi serta Suku Cinas
Pendidikan Menengah di Kola
Adminislrasi Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Jakarta Selatan.
dan Jakarta TImur

Cinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kota
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kota

Administrasl Jakarta Pusat,
Jakarta Barat, Jakarta Selatan,

dan Jakarta Timur

Dinas Pendidikan Provinsi DKr
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kota
administrssi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kota
Administrasi Jakarta Pusat,

Jakarta Barat. Jakarta Selalan,
dan Jakarta TImur

t~
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12. p~nyaluran Da~a .Ban~uan Sosial Kartu Jaka'~IBPK RI merekomendasikan Gubemur Provinsi OKI Jakarta untuk:

Pmtar Tenndlkasl Gaoda Semlsl1. Memberikan sanksi sesuai ketenluan yang berlaku kepada Kepala11.
Rp13.344.300.000 Dinss Pendidikan karens kurang optimal dalam metakukan

pengendalian terhadap pelaksanaan bantusn biaya personal
pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP

2. Menginstruksikan Kepala Oinas Pendidikan agar: 12.

a. Mengembalikan indikasi kelebihan pembayaran senilai
Rp1.606.680.000 ke Kas Daerah serta melakukan pemblokiran
dana KJP TA 2014 senilai Rp291.095.000 (sebelum dikurangi
biaya administrasi bank) pada rekening penerima KJP yang
kelebihan pembayarannya dilarik tunai

Gubemur Provinsi DKI Jakarta akan Il,'lemberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala
Dinas Pendidikan karena kurang opUmal dalam
meJakukan pengendalian terhadap peJaksanaan
bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik
dari keluarga lidak mampu melalui KJP;

Membua! Instruksi Gubemur kepada :

a. Kepala Dinas Pendidikan agar mengembalikan
indikasi kelebihan pemLayaran senilai
Rp1.606.680.000 ke Kas Daerah serta melakukan
pemblokiran dana KJP TA 2014 senilai
Rp291.095.000 (sebelum dikurangi biaya
administrasi bank) pada rekening penerima KJP
yang kelebihan pembayarannya ditarik tunai;

Agustus· September 2014

Agustus - Desember 2014

Dinas Pendidikan Provinsi OKI
Jakarta, Suku Oinas

Pendidikan Dasar di lima kola
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Adminislrasi Jakarta Pusat.

Jakarta Bara!. Jakarta Salatan,
dan Jakarta TImur

Dinas Pendidikan Provinsi OKI
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Oasar di lima kota
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Administrasi Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Jakarta Selatan,
dan Jakarta TImur

b. Menelusuri polensi kelebihan pembayaran senilai
Rp11.737.620.000 atas 16.470 rekening untuk mengetahui
validitas rekening penerima KJP, mengembalikan hasil lemuan
kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dan meminla Bank DKI
menutup rekening duplikasi yang ditemukan

c. Memperbaiki sislem pengajuan usulan penerima dana Sansos
KJP sesuai ketenl:uan yang bertaku sehingga tidak ada penerima
ganda atas dana Bansos KJP

d. Memberikan sanksi sesuai kelentuan yang berlaku kepada
Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang
TKISD/PL8, dan SekIetaris Dinas Pendidikan karena kurang
cerma! memvalidasi usuran penerima dana Bansos KJP

b. menelusuri polensi kelebihan pembayaran senilail Aguslus - Desember 2014
Rp11.737.620.00J atas 16.470 rekening untuk
mengetahui validitas rekening penerima KJP,
mengembalikan hasil lemuan kelebihan
pembayaran ke Kas Daerah dan meminta Bank
DKI menutup rekening duplikasi yang ditemukan;

c. Kepala Dinas Pendidikan akan memperbaikil Agustus - Desember 2014
sistem pengajuan usulan penerima dana Sansos
KJP sesuai kelentuan yang berlaku sehingga tidak
ada penerima ganda atas dana Bansos KJP; dan

d. Akan memberikan sanks! sesuai ketenluan yangl Aguslus • September 2014
benaku kepada Kepala Bidang SMK, Kepala
Bidang SMP/SMA. Kepara Bidang TKISD/PLB,
dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang
cermat memvalidasi usulan penerima dana
Bansos KJP.

Dinas Pendidikan Provinsi OKl
Jakarta, Suku Dines

Pendidikan Dasar di lima kola
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Adminlstrasi Jakarta Pusal,

Jakarta Barat. Jakarta Selatan,
dan Jakarta TImur

Dinas Pendidikan Provinsi OKI
Jakarta, Suku Dinas

P€ndidikan Dasar di lima kota
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah dj Kota
Administrasi Jakarta Pusa!,

Jakarta Barat, Jakarta Selatan,
dan Jakarta Tmur

Dinas Pendidikan Provinsi OKI
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kota
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Administrasi Jakarta Pusat.

Jakarta Bara!. Jakarta Selatan,
dan Jakarta TImur

(rvJ
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13. Kelebihan Pembayaran Tunjangan
Guru Sertifikasi dan Non-Sertifikasi
Rp592.031.150

Prof~s~IBPK .RI r:n~~ek~en~as~~an .?u~~ur Pro~insj OKI Jakarta untuk Membuat Instruksi Gubemur kepada: I

Senllal 1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan 1. Kepala Dinss Pendidikan untuk menyusun Standar
pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana lambahan Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pembayaran
penghasilan guru PNSD tunjangan prafesi guru PNSD dan dana tambahan

penghasilan guru PNSO;

Agustus· Oesember 2014 Dinas Pendidikan Provinsi OKI
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kola
adminislrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kota
Administrasi Jakarta Pusat.

Jakarta Barat. Jakarta Selalan.
dan Jakarta Timur

2.

3.

Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran lunjangan profesl12.
guru PNSD senitai Rp592.031.150 dengan menyelorkannya ke Kas
Daerah

Menginstruksikan Kepala Bidang Tenaga Pendidikan, Kepala SUku13.
Dinas Pendidikan Dasar di lima kota administrasi serta Kepala Suku
Dinas Pendidikan Menengah di Kota Admrnistrasi Jakarta Pusal,
Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur agar lebih cermat
dalam melaksanakan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan
dana tambahan penghasilan guru PNSD

Kepala Dinas Pendidikan akan
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran
tunjangan profe:>i guru PNSD senilai Rp592.031.150
dengan menyetorkannya ke Kas Oaerah; dan

Kepala Dinas Pendidikan rnembuat surat Instruksi
kepada Kepala Bklang Tenaga Pendidlkan, Kepala
SlJku Dinas Pendidikan Oasar di lima kola 2dministrasi
serta Kepala Suku Dinas Pendldikan Menengah di Kota
Adminisuasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta
Selatan. dan Jakarta Timur agar lebih cermat dalam
melaksanakan pembayaran !unjangan profesl guru
PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.

AguslUs· Desember 2014

Aguslus • September 2014

Dinas Pendidikan Provinsl OKI
Jakarta. Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kola
adminisirasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Adminisirasi Jakarta Pusat.

Jakarta Baral, Jakarta Selatan,
dan Jakarta Timur

Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta, Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kola
adminisuasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Administrasi Jakarta Pusal,

Jakarta Baral, Jakarta Selalan.
dan Jakarta Timur

14. Terdapat Manipulasi Surat Keterangan Tldak BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Mampu (SKTM) Sebagai Usulan Dana Hibah agar:
BOP Swas!a pada Tiga Sekolah di Kecamatan 1. Memberi sanksi sesuai ke!enluan yang berlaku kepada Kepala Seksll1.
Ciracas sehingga Te~adi Kelebihan Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Ciracas yang lelah
Pembayaran Senilai Rp2.191.000.000 menyalahgunakan kewenangannya ler1o::ait pengajuan dana BOP

swasla

2. Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakartal2.
Timur agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan
pembinaan kepada para Kepala Seksi yang berada dibawah
wewenangnya

3. Mempertanggungjawabkan indikasi keJebihan pembayaran Bopl3.
swasla senilai Rp2.191.800.000 dengan cara menyetorkan ke Kas
Daerah

Kepala Dlnas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta akan
memberikan sanksi sesual ketentuan yang berlaku
kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah
Kecamatan Ciracas yang lelah menyalahgunakan
kewenangannya lerkait pengajuan dana BOP swasla;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Rl Jakarta akan
membuat surat Instruksi kepada Kepala Suku Dinas
Pendidikan Menengah Jakarta Timur agar lebih cermat
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada
para Kepala Seksi yang berada drbawah wewenangnya;,
dan '

Kepala Dinas Pendklikan Provinsi DKI Jakarta akan
mempertanggungjawabkan indikasi kelebihan
pembayaran BOP swasta senilai Rp2.191.800.000
dengan cara menyetorXan ke Kas Daerah.

Aguslus - September 2014

Agustus - September 2014

Agustus· Desember 2014

Dinas Pendidikan Provins; DKI
Jakarta. Suku Dinas

Pendidikan Dasar di lima kola
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kota
Administrasi Jakarta Pusa!.

Jakarta Bara!, Jakarta Selatan.
dan Jakarta Timur

Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta. Suku Drnas

Pendidikan Oasar di lima kola
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah di Kola
Administrasi Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Jakarta Selalan,
dan Jakarta Timur

Dinas Pendidikan Provinsi OKI
Jakarta. Suku Dinas

Pendidikan Dasar di 11ma kota
administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Menengah dJ Kota
Administrasr Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Jakarta Selatan,
dan Jakarta Timur tM!
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15. Kelebihan Pembayaran atas Biaya Asursnsi BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Kebersihan agar:

yang Tidak Dibayarkan oleh Pelaksana 1. Menginstruksikan kepada PPK dan Kepala Bidang Penanganan dan 1. Kepala Dinas Kebersihan membuat sural Instruksi Agustus. September 2014 Dinss Kebersihan
Pekerjaan Swastanisasi Penanganan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan untuk lebih cermal dalsm kepada PPK dan Kepala Bidang Penanganan dan
Kebersihan TA 2013 pads Dinas Kebersihan melaksanakan tanggung jawabnya PengendaHan Keberslhan Dinss Kebersihan untuk lebih
Senilai Rp453.368.242 cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya; dan

2. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan masing·masing pelaksana 2. Kepala Oinas Kebersihan membuat surat perintah Agustus • Oesember 2014 Oloas Kebersihan
pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada PPK berkoordinasi dengan masing·masing
senilai Rp453.368.242 dan menyetorkannya ke Kas Oaerah serta pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan
menyampaikan bukti selornya kepada BPK RI kelebihan pembayaran senilai Rp453.368.242 dan

menyelorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan
bukti setomya kepada BPK RI

16. Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tanah BPK RI merekomendasikan Gubemur OKJ Jakarta agar: Membuat Instruksi Gubemur kepada :

pada Dinas Kebersihan Masih Lemah 1. Memerintahkan Kepala BPKD untuk membuat database aset telap 1. Kepala BPKO untuk membuat database aset telap Agustus - Desember2014 BPKO
Sehingga Diantaranya Terdapat Tanah Seluas tanah berbasis teknologi infonnasJ yang dapat menunjukan antara lain tanah berbasis teknologi informasl yang dapat
1.454.70.8 m2 SeniJai RP~85.25~.221.980 lokasi tanah, luas, gambar (posisi tanah), riwayal lanah dan bukli menunjukan antara lain lokasi tanah, Juas, gambar
ndak Didukung dengan Bukti Pemlhkan d.a~ kepemilikan, dan melakukan proses pensertifikatan asel tetap lanah (posisi lanah), riwayat tanah dan bukli kepemilikan. dan
Tanah Seluas 42.420 m2 Semlal alas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses pensertifikalan aset tetap tanah alas
Rp56.472.601.500 Dikuasai Pihak lain Secara nama Pemerinlah Provinsi DKI Jakarta:
Tidak Sah

2. Memerinlahkan Kepala Dioas Kebersihan untuk melakukan 2. Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan Agustus 2014· Juri 2015 Oinas Kebersihan
pengamanan fisik aset tetap tanah antara lain dengan melakukan pengamanan fisik aset tetap tanah antara lain dengan
pemagaran dan pemasangan tanda yang jelas menyatakan tanah metakukan pemagaran dan pemasangan tanda yang
lersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melakukan jelas menyalakan tanah tersebut milik Pemerinlah
penertiban sesuai dengan kelenluan yang berlaku alas asset tetap Provinsi DKI Jakarta dan melakukan penertiban sesuai
Ianah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara lidok sah dengan kelentuan yang berlaku alas asset lelap tanah

yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara tidak sah;
dan

3. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta untuk lebih 3. Sekrelaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta unluk lebih Agustus-September2014 Sekrel<:risOaerah
optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendaJian optimal dalam melaksanakan pengawasan dan
pengamanan atas BMD pengendalian pengamanan atas SMO.

17. Dinas Kebersihan Belum Menelapkan Denda BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur agar: Membuat Inslruksi Gubernur kepada:
Ketertambatan Pembayaran Retribusi kepada 1. Memerintahkan Kepara Dinas Kebersihan untuk mengkaji piulang 1. Kepala Dinas Kebersihan akan mengkaji piutang Aguslus - Desember 2014 Dinas Kebersihan,
PO Pasar Jaya Senilai Rp3.288.558.240 retribusi dan denda kelerlambatan pembayaran retribusi retribusi dan denda keterlambatan pembayaran retribusi PO Pasar Jaya

pengangkutan sampah PO Pasar Jaya sesuai dengan ketentuan yang pengangkutan sampah PO Pasar Jaya sesuai dengan
berlaku dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Gubernur ketenluan yang berlaku dan menyampaikan hasit kajian
sebagai bahan pertimbangan pengambiJan kebijakan dalam tersebut kepada Gubemur sebagai bahan
menerbitkan Kepulusan Gubemur terkait permohonan keringanan pertimbangan pengambiJan kebijakan dalam
retribusl PO Pasar Jaya dan penundaan pembayaran tagihan retribusi menerbitkan Keputusan Gubernur terkait permohonan

keringanan retribusi PO Pasar Jaya dan penundaan
pembayaran tagihan retribusi;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan 2. Kepala Oinas Kebersihan akan melakukan penagihan Aguslus - Desember 2014 Dinas Kebersihan.
penagihan alas piutang retribusi dan denda keterJambatan kepada PO atas piutang relribusi dan denda kelerlambatan kepada PO Pasar Jaya
Pasar Jaya sesuai ketentuan yang berlaku PO Pasar Jaya sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Pemanfaatan Aset RSUO Pasar Reba oleh BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUO Pasar Reba agar Direktur RSUO Pasar Reba akan berkoordinasl dengan Agustus - September 2014 RSUD Pasar Rebo,
Pihak Ketiga Tidak Didukung Surat Pe~anjian berkoordinasi dengan BPKD untuk membuat perjanjian sewa·menyewa BPKO untuk membuat perjanjian sewa-menyewa SPKD
Sehingga Terdapat Potensi Kekurangan pemanfaatan lahanlruang dengan pihak keliga serta mengenakan denda pemanfaatan lahanlruang dengan pihak ketiga serta
Penerimaan Minimal Rp570.577.258 dan kelerlambatan kepada Kanlin Palem Asri senilai Rp3.646.368 mengenakan denda keterlambatan kepada Kantin Palem
Denda Keterlambalan Pembayaran Serum Asri senirai Rp3.646.368
Dikenakan Rp3.646.368

!,...;
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19. Pengelolaan 1MB pada KBN Belum Sesuai aPK RI merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pengawasan dan

Ketentuan Mengakibalkan Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan agar:

dan Penertiban Bangunan dhi. Bidang 1. Melakukan monitoring dan pengendalian atas pembangunan di KBN 1. Kepala Dioas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Agustus - September 2014 Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan Tidak Dapat sebagaimana diamanatkan Keputusan Gubemur OKI Jakarta Nomer akan melakukan monitoring dan pengendalian atas Penertiban Bangunan
Melaksanakan Tupoksi Dalam Hal 2599 Tahun 1987 pembangunan d; KBN sebagaimana diamanatkan
Pengendalian Penertiban Pembangunan dan Keputusan Gubernur OKI Jakarta Nomor 2599 Tahun
Terdapat Kelebihan Penetapan RPP Minimal 1987:

Senilai Rp29.68!..681 d?n. Kekurangan 2. Berkoordinasi dengan PT KBN untuk melakukan evaluasi dan 2. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Agustus - Oktober 2014 Dinas Pengawasan dan
Penetapan RPP Mlmmal Semlal Rp80.231.963 penghitungan ulang atas seluruh ketetapan RPP yang lelah akan berkoordinasi dengan PT KBN untuk melakukan Penertiban Bangunan

diterbltkan dan menyetori<an kekurangan RPP ke Kas Daerah minimal evaluasi dan penghitungan utang alas seruruh
Rp80.231.693 keletapan RPP yang tetah diterbitkan dan menyetori<an

kekurangan RPP ke Kas Oaerah minimal
Rp80.231.693; dan

3. Melakukan telaahanlevaluasi atas Keputusan Gubernur OKI Jakarta 3. Kepala Oinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Aguslus - Oesember 2014 Dinas Pengawasan dan
Nomor 2599 Tahun 1987 yang menjadi dasar pelimpahan wewenang akan melakukan telaahan/evaluasi atas Keputusan Penertiban Bangunan
wewenang kepada Direksi PT KBN untuk melakukan perhitungan dan Gubernur OKl Jakarta Nomor 2599 Tahun 1987 yang
penetapan surat keputusan ilin mendirikan bangunan menjadi dasar pelimpahan wewenang wewenang

kepada Direksi PT KBN untuk melakukan perhitungan
dan penelapan surat kepulusan iIin mendirikan
bangunan

20. Indikasi Pemahalan ~arga Senilai BPK RI merekomendasikan Kepa~a Dinas Pemadam I{ebakarall
Rp369.170.460 dan Indikasi Persaingan Tidak dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKl Jakarta agar:
Sehat dalam Pengadaan Water Foam Mix
Backpack Tahun 2013 pada Oinas Pemadam 1. Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan atas 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Agustus· September 2014 Dinas Pemadam Kebakaran
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ketidakcermatan dalam mendeteksi terjadinya indikasi Penanggulangan Bencana Provinsi OK! Jakarta dan Penanggulangan Bencana
Provinsi DKI Jakarta persaingan tidak sehat diantara para peserta dan belum akan memberikan sanksi kepada Panitia

melakukan upaya maksimal terha:1ap pemanggilan peserta Pengadaan atas ketidakcermatan dalam
pada saat pembuktian kualifikasi mendeteksi te~adjnya indikasi persaingan tidak

sehat diantara para peserta dan belum melakukan
upaya maksimar terhadap pemanggilan peserta
pada saat pembuktian kualifir.asi;

2. Memberikan sanksi kepada PPK dan menginstruksikan supaya: 2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Aguslus· September 2014 Dlnas Pemadam Kebakaran
Pell3ngg~langan Bencana akan memberikan dan Penanggulangan Bencana
sanksi kepada PPK dan menginstruksikan supaya:

a. Berkoordinasi dengan pelaksana peke~aan untuk a. Ber1toordinasi dengan pelaksana peke~aan untuk Agustus· Desember2014 Dinas Pemadam Kebakaran
mengembalikan dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas mengembalikan dan menyetorkan kembali ke Kas dan Penanggulangan Bencana
indikasi kerugian daerah senilai Rp369.170.469; Oaerah atas indikasi kerugian daerah senilai

Rp369.170.469;
b. Menyusun HPS tidak mengarah pada satu merk tertentu, serta b. Menyusvn HPS tidak mengarah pada satu merk Agustus - September 2014 Dinas Pemadam Kebakaran

mencantumkan perhitungan keunlungan dan biaya overhead tertentu, serta mencantumkan perhitungan dan Penanggulangan Bencana
maksimal15% bagi penyedia barang keunlungan dan biaya overhead maksimal 15%

bagi penyedia barang.
21. Pembayaran Biaya Pe~alanan Dinas dan Sewa BPK RI merekomendasikan Walikota Jakarta Pusal untuk: Walikota Jakarta Pusat membuat suratlnslruksi kepada:

Sarana Mobilitas Udara pada Ova Kegiatan di
Bagian Perekonomian Sekretariat Kota 1. Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk segera 1. Kepala Bagian Perekonomian untuk segera Agustus - September 2014 Kota Adm. Jakarta Pusat
Administrasi Jakarta Pusat Melebihi Ketentuan menyetori<an kelebihan pembayaran atas dua kegiatan tersebot menyetorkan kelebihan pembayaran atas dua kegiatan
Senilai Rp18.612.300 senilai Rp18.612.300 dan menyampaikan bukti selor kepada BPK tersebut senilai Rp18.612.300 dan menyampaikan bukti

setor kepada BPK;

2. Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk lebih 2. Kepala Bagian Perekonomian untuk rebih optimal Agustus - September 2014 Kola Adm. Jakarta Pusat
optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

(¥'
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22. Penggunaan Dana Operasional UPK BPK merekomendasikan Gubernur OKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Koperasi. UMKM, dan Perdagangan akan Agustus - September 2014 Dinas Koperasi, UMKM, dan

PPUMKMP PUlogadung Senilai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan agar segera berkoordinasi dengan Pejabat dan Pegawai eks BP LIP guna Perdagangan.
Rp16.881.743.513 Belum berkoordinasi dengan pejabat dan Pegawai eks BP LIP guna mempertanggungjawabkan belanja operasionaJ sebesar BP LIP
Dipertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan belanja operasional sebesar Rp16.881.743.513 Rp16.881.743.513 dan jika tidak dapat

dan jika tidak dapat mempertaoggungjawabkan supaya membuat Surat mempertanggungjawabkan supaya membuat Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bagi pihak-pihak yang Kelerangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bagi pihak-
bertanggung jawab. pihak yang bertanggung jawab.

23. Belanja Operasional UPDB-PEMK TA 2010 BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk:
Senilai Rp676.015.518 Belum 1. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM. dan Perdagangan 1. Kepala Dinas Koperas;, UMKM, dan Perdagangan akan Agustus - Seplember 2014 Dinas Koperasi & UMKMP,
Dipenanggungjawabkan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala UPT dan memberikan sanks; sesuai ketentuan kepada Kepala UPT Dana Bergullr PEMK

Kepala Tata Usaha UPT Dana Bergulir PEMK agar lebih optimal UPT dan Kepala Tala Usaha UPT Dana Bergulir PEMK
bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar lebih optimal bekerja sesuai dengan tugas dan

tanggung jawabnya;

2. Memerinlahkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM. dan Perdagangan 2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan Agustus - September 2014 Dinas Koperasi & UMKMP,
agar segers ber1l.oordinasi dengan Kepala BPKO dan Kepala berkootdinasi dengan Kepala BPKD dan Kepala BPKD,
Inspektorat ter1<:ait SPJ belanja operasional yang belum diJengkapi Inspeklorat ter1<ait SPJ belanja operasional yang belum Inspeklorat
SP2D nihilnya serta untuk memverifikasi kelel1gkapan SPJ belanja dilengkapi SP2D nihilnya serta untuk memverifikasi
operasional senilai Rp876.015.518 dan menyampaikan laporannya kelengkapan SPJ belanja operasional senilai
kepada BPK Rp876.015.518 dan menyampaikan laporannya kepada

BPK.
24. Terdapat K~leblhan Pembayaran Tunjangan BPK merekomendasikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM. dan

Kinerja Daerah Kepada PNS yang Ditugaskan Perdagangan agar:
di UPK PPUMKMP Pulogadung pada TA 2013 1. Betkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk 1. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan akan Agustus - September 2014 Dinas Koperssi. UMKM. dan
Senilai Rp208.190.196 memperbaiki listing TKO PNS UPK PPUMKMP Pulogadung betkoordinasi dengan Badan Kepegawa;an Daerah Perdagangan.

untuk memperbaiki listing TKO PNS UPK PPUMKMP UPK PKPPUMKMP
Pulogadung; Pulogadung

Badan Kepegawaian Daerah

2. Memerintahkan Bendahata Pengeluaran dan PPK unluk 2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Agu~tus· September 2014 Dinas Koperasi. UMKM, dan
betkoordinasi dengan Kepala UPK PKPPUMKMP Pulogadung unluk membuat surat perintah kepada Bendahara Perdagangan,
menarik kelebihan pembayaran TKO PNS UPK PPUMKMP Pengeluaran dan PPK untuk betkoordinasi dengan UPK PKPPUMKMP
Pulogadung senilai Rp208.190.196 Kepala UPK PKPPUMKMP PuJogadung untuk menarik Pulogadung

kelebihan pembayaran TKO PNS UPK PPUMKMP
Pulogadung seniJai Rp208.190.196

25. Penatausahaan Kas di Puskesmas Kecamatan BPK RI merekomendasikan:
Mampang Tidak Tertib dan Terjadi Kekurangan 1. Kepala Suku Dinas Kesehalan Jakarta Selatan untuk 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selalan Agustus· September 2014 Suku Dinas Kesehalan Jakarta
Kas Akhir Tahun Senilai Rp24.336.996 dan mengintruksikan Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan membual surat Instruksi kepada Kepala Puskesmas SeJatan,
Kurang Setor Pajak Senilal Rp21.366.524 untuk mengawasi penalausahaan keuangan Kecamalan Mampang Prapatan untuk mengawasi Puskesmas Kec. Mampang

penatausahaan keuangan; Prapatan

2. Kepala PKM Kecamatan Mampang Prapatan unluk menginstruksikan 2. Kepala PKM Kecamatan Mampang Prapatan membuat Agustus· September 2014 Puskesmas Kec. Mampang
kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencalalan Kas sural Instruksi kepada Bendahara Pengeluaran untuk Prapatan
secara lengkap dan tertib serta melakukan penutupan kas setiap melakukan pencalalan Kas secara lengkap dan lertib
bulan serta melakukan penurupan kas setiap bulan

26. Proses Pengadaan Alat Kesehatan BPK Rl merekomendasikan kepada Kepara Suku Dinas Kesehatan Jakarta
Puskesmas TA 2013 pada Suku Dinas Utara untuk:
Kesehalan Kota Adminislrasi Jakarta Ulara 1. Memberikan instruksi kepada PPK agar dalam menyusun HPS 1. Kepala Suku Dlnas Kesehalan Jakarta Ulars membuat Agustus· September 2014 Suku Dinas Kesehalan Jakarta
TIdak Optimal sehingga Terdapat lndikasi dilengkapi dengan kertas kerja yang valid dan akurat surat Instruksi kepada PPK akan menyusun HPS Ulara
Kerugian Senilai Rp1.146.298.778 dilengkapi dengan kertas kerja yang valid dan akurat;

dan
2. Memberikan ins!ruksi kepada panitia lelang agar lebih cermat dalam 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara membuat Aguslus. September 2014 Suku Dinas Kesehatan Jakarta

melakukan evaluasi lelang Instruksi kepada panitia lelang agar lebih cermat dalam Ulara
melakukan evaluasi lelang.
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27. Pertanggungjawaban Slaya Pe~alanan Dinas BPK RI merekomendasikan Gubemur OKI Jakarta agar.

pada Badan Penanaman Modal dan Promosi 1. Menginslruksikan Kepafa Badan Penanaman Modal dan Promosill.
Tidak Menunjukkan Kondisi yang Senyatanya agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengeluaran
Sehingga Terdapat Kelebihan Pembayaran Befanja Perjalanan Dinas
Senilai Rp30.079.246

Gubemur OKI Jakarta akan membuat surat Instruksi
kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
agar rebih optimal dalam melakukan pengawasan alas
pengeluaran Belanja Pe~alanan Dinas;

AguSlus· September 2014 BPMP

2.

3.

Menginstruksikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosil2.
untuk memerintahkan PPK, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas
untuk lebih cermat dan optimal dalam melakukan pengawasan atas
kegialan yang dikelolanya

Menginstruksikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosil3.
unluk memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas untuk
mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas yang belum
didukung bukti pertanggungjawaban berupa harga !ikel senilai
Rp171.128.825

Gubernur OKI Jakarta akan membual surat lnstruksi
kepada KepaJa Badan Penanaman Modal dan Promosi
untuk memerintahkan PPK, PPTK dan pelaksana
perjalanan dinas untuk lebih cermat dan optimal dalam
melakukan pengawasan atas kegiatan yang
dikelolanya;
Gubemur OKJ Jakarta akan membuat sural Instruksi
kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promasi
untuk memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas
unluk mempertCinggungjawabkan belanja perjalanan
dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban
berupa harga liket senilai Rp171.128.825

AgustuS· September 2014

Agustus - September 2014

aPMP

BPMP

28. Penerimaan Sewa Rumah Susun pada TA BPK Rl merekomendasikan agar:
2013 Senilai Rp2.315.224.540 Tidak Disetor 1. Kepal~ UPRS I. 11 dan III berXoordinasi dengan Kepala BPKD unt'JkI1.
dan Senilai Rp99.'120.000 Selum Dapal menyusun sistem penenmaan pembayaran sewa rusun beroasis
Diterima Kas Daerah transaksi non-cash yang berbasis teknologi informasi atas

penerimaan kas dari sewa rumah susun, listrik, air dan denda,
pencatatan piulang, membuat aging piutang pada siklus penerimaan
kas UPRS

2. Kepala UPRS I, II dan III berkoardinasi dengan Inspektur Provinsi OKII2.
Jakarta unluk menelusun adanya penerimaan sewa rusun yang
diselewengkan dan mempertanggungjawabkan kekurangan selar
penerimaan dan sewa rusun senilai Rp2.213.912.540 untuk
disetorXan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setomya kepada
SPK RI dan menerbitkan kembali kuitansi tagihan terkail senilai
Rp99.420.000

3. Memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penjalok,13.
Bendahara Penerimaan Pembanlu, Kasie Pelayanan, Kasubbag
TU,dan Kepala UPRS I, U, dan III lerkait atas kelalaian dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya

4. Kepala UPRS I, II dan III supaya: 14.

a. Memisahkan fungsi penerimaan, penagihan, pencatatan, dan
pelaporan

b. Mengkaji jumlah kebutuhan dan kemampuan SOM untuk
mengelola penenmaan pendapatan sewa

Kepala UPRS I, II dan III akan berkoordinasi dengan
Kepala BPKO unluk menyusun sistem penenmaan
pembayaran sewa rusun berbasis lransaksi non-cash
yang berbasis teknologi informasi alas penerimaan kas
dan sewa rumah susun, lislrik, air dan denda,
pencatalan piulang, membuat aging piutang pada siklus
penerimaan kas UPRS;

Kepala UPRS I, II dan JlJ akan berkoardinasi dengan
Inspektur Provinsi OKI Jakarta unluk menelusuri
adanya penerimaan sewa rusun yang diselewengkan
dan mempertanggungjawabkan kekurangan selor
~nenmaan dan sewa rusun senilai Rp2.213.912.540
untuk disetorXan ke Kas Oaerah serta menyampaikan,
bukti setornya kepada BPK Rl dan menerbitkan!
kembali kuitansi tagihan lerkait senilai Rp99.420.000; i

Kepala UPRS I, II dan III akan membenkan leguran
sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penjalok,
Bendahara Penerimaan Pembanlu, Kasie Petayanan,
Kasubbag TU,dan Kepala UPRS I, tJ, dan III terXait atas
kelalaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Kepala UPRS I, II dan !II akan :

a. Memisahkan fungsi penenmaan, penagihan,
pencatatan, dan pelaparan;

b. MengkaJi jumlah kebutuhan dan kemampuan SDM
untuk mengelola penenmaan pendapatan sewa
rusun.

Agustus • Desember 2014

Agustus - Oesember 2014

Agustus - September 2014

Agustus • September 2014

Agustus • Oesember 2014

UPRS I, II dan 111,
BPKO

UPRS I, II dan III,
Inspeklorat

UPRS t, II dan ru

UPRS I, II dan III

UPRS I, II dan III

r~
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2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untukl2.
menyelesaikan aspek hukum pelaksanaan Program Penalaan
Kampung melalui perbaikan rumah kumuh di atas lanah Negara

29. Perencanaan dan Pe!aksanaan programlBPK RI merekomendasikan kepada Gubernur agar.
Penataan Kampung Melalui Perbaikan Rumah 1. Melakukan kajian atas perencanaan dan pelaksanaan
Kumuh Tidak Optimal dan Tidak Tepat Penataan Kampi.mg
Sasaran

Programl1. Gubernur akan melakukan kajian atas perencanaan
dan pelaksanaan Program Penataan Kampung;

Gubernur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
unluk menyelesaikan aspek hukum pelaksanaan
Program Penataan Kampung melalui perbaikan rumah
kumuh di alas tanah negara;

Agustus - Oesember 2014

AguSlUS· Oesember 2014

Oinas Perumahan & Gedung
Pemda

Biro Frasarana dan Sarana
Kota

Oinas Perumahan & Gedung
Pemda

3. Melakukan peninjauan kembali alas pelaksanaan Program Penalaanl3.
Kampung melalui perbaikan rumah kumuh di alas Lahan dengan
Peruntukan Marga Orainase Tala Air dan Jalan

Gubemur akan melakukan peninjauan kembali atas
pelaksanaan Program Penataan Kampung me/alui
perbaikan rumah kumuh di atas Lahan dengan
Peruntukan Marga Orainase Tala Air dan Jalan

Agustus • Desember 2014 Dinas Perumahan & Gedung
Pemda

BPKO

BPKOAgustus • Desember 2014

Agustus· September 2014menetapkan nilai sewa Pemanfaatan Aset dan
melakukan perikalan perjanjian sewa alas aset yang
telah ditetapkan Gubemur sebagai aset yang
disewakan kepada OPO dan OPC POIP, GBI Gsm
Cabang Kell; Oeres. dan Yayasan ES;

melakukan peneniban atau menetapkan nitai sewa
terhadap Pemanfaatan Aset Oaerah oleh delapan pihak
non pemerintah yang tanpa izin dan lidak sesuai
ketentuan.

Segera melakukan penertiban atau menetapkan nilai sewa terhadapl2.
Pemanfaatan Aset Oaerah oleh deJapan pihak non pemerinlah yang
tanpa izin dan tidak sesuai ketentuan

2.

Pemanfaatan Asel Oleh Partai PoliUk dan Non BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKD Provinsi OKI JakartajKepala BPKD Provinsi OKI Jakarta akan:
Pemerintah lainnya BeJum Dilkat dengan untuk: '
Pe~anjjan Sewa Senila] Rp25.863.849.861 dan 1. Segera menetapkan nitai sewa Pemanfaatan Asel dan melakukank
Pemanfaatan Aset Tanpa Izin oleh Pihak non perikatan perjanjian sewa atas asel yang telah dilelapkan Gubernur
Pemerintah Senilai Rp54.171.659.407 sebagai aset yang disewakan kepada OPO dan OPC POIP, GBI Gsm:

Cabang Kari Oeres, dan Yayasan ES

30.

BPKD

BPKD

Agustus - September 2014

AguSlus. September 2014

menyusun dan menetapkan proSedur penagihan atas
Piutang Bukan Pajak;

menyusun Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan
mempertimbangkan upaya penagihan

PPKD Provinsi OKI Jakarta akan :

denganl2.TertagihTak

Menyusun dan menetapkan prosedur penagihan atas Piutang Bukanl1.
Pajak

Menyusun Penyisihan P,utang
mempertimbangkan upaya penagihan

Pejabat PengeJola Keuangan Oaerah (?PKO)IBPK Rl merekomendasikan kepada PPKO Provinsi OKl Jakarta untuk:
Belum Melakukan Penagihan alas Piutang
Penjualan Barang Bergerak. Tuntutan Gantil1.
Rugi, Kerjasama, Oenda Kerjasama
Pemanfaatan Asel, dan Piutang Tagihan Asetl2.
Kredit Eks. BPPN

31.

Aset Tanah dan Bangunan Milik pemerintahlBPK Rl merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk:

P~o~insi OKI Jakarta Dikuasai oleh Pihak lain 1. MeJakukan penertiban atas pemanfaatan aset oIeh pihak yang tidakl1.
Minimal Seluas 705.263 m2 dan Belum berhak sesuai ketentuan yang bertaku
Bersertifikat Minimal Seluas 87.133 m2

32.

2. Melakukan pengamanan atas asel melalul pensertifikatan aset tanahl2.
atas nama Pemerintah Provinsi OKI Jakarta

Gubemur OKI Jakarta akan melakukan penertiban atas
pemanfaatan aset oleh pihak yang tidak berhak sesuai
ketentuan yang berlaku;

Gubernur OKI Jakarta akan melakukan pengamanan
atas aset melalui pensertifikatan aset tanah atas nama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agustus - Nopember 2014

Agustus • Oesember 2014

BPKD

BPKO

33. Aset Tanah pada Oinas Pariwisata danlBPK RI merekomendasikan Gubemur OKI Jakarta agar.
Kebudayaan Tidak Oidukung Bukti Sertifikat 1. Memerintahkan Kepala Dioss Pariwisata dan Kebudayaan untukl1.
Senilai Rp227.147.776.000 berkoordinasi dengan Kepala BPKD terkait proses pensertifikatan

aset tanah yang ada di lingkungan Oinas Pariwisata dan Kebudayaan

2. Memerintahkan Kepala BPKO untuk segera mengajukan!2.
pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang
belum memiliki sertifikat kepemilikan kepada BPN

Membuat Instruksi Gubernur kepada Kepala Oinas
Pariwisata dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan
Kepala BPKO terkait proses pensertifikatan aset tanah
yang ada di Hngkungan Oinas Pariwisata dan
Kebudayaan;
Kepala BPKO untuk segera mengajukan pensertifikatan
tanah milik Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang
belum memiliki sertifikat kepemilikan kepada BPN.

Agustus • Oesember 2014

AgustuS· Desember 2014

BPKD.
Oinas Pariwisata dan

Kebudayaan

BPKO

r~
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34. Kelemahan Pengelolaan dan Pengam~nan BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur OKI Jakarta agar.

Asel Tanah pada Dloas Kependudukan dan 1. Memerintahkan Kepala BPKD dan Kepala Dinas Dukcapil untuk 1. Membua! Instruksi Gubemur kepada Kepala BPKD dan Agustus - Desember 2014 BPKD,
Pencatatan Sipil Sehingga Terdapat Tanah segera membuat database asel tanah berbasis teknologi intormas; Kepala Dinas DukcapH akan membuat database asel Dioas dan Sudin Oukcapil
Saluas 8.805 m2 Senilai dan melakukan pengurusan setifikat tanah alas nama Pemerintah tanah berbasis teknologi informasi dan melakukan
Rp48.683.060.000IThe Fonnula Not In Table Provinsi OKI Jakarta untuk mengamankan lanah yang dikuasai oleh pengurusan setifikat tanah alas nama Pemerinlah
Tldak Oidukung dengan Bukli Pemilikan/Belum Oinas dan Sudin Oukcapil Provinsi OKI Jakarta untuk mengamankan tanah yang
Bersertifikat dikuasai oleh Dinas dan Sudin DUkcapil;

2. Memerinlahkan Kepala Dinas Dukcapil untuk berkoordinasi dengan 2. Kepala Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Agustus· Desember 2014 BPKO.
Kepala BPKD lerkail persertifikalan aset tanah pada Oinas dan Suku Kepala BPKO ter1<ait persertifikalan asel lanah pada Dinas dan Sudin Dukcapil
Djnas Dukcapil dan agar memerinlahkan seeara be~enjang kepada Oinas dan Suku Dinas Dukcapil dan agar
PengunJs Barang di Cinas dan Suku Oinas Oukcapil untuk melakukan memerintahkan secara berjenjang kepada PengunJs
penatausahaan aset tanah sesuai Peraturan Menteri Oalam Negeri Barang di Oinas dan Suku Oinas Dukcapil unruk
Nomor 17 Tahun 2007 melakukan penatausahaan aset tanah sesuai Peraturan

Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;

3. Memerintahkan Kepala BPKO untuk mengelola dan mengamankan 3. Kepala BPKD akan mengelola dan mengamankan aset Agus12014· Oesmbr 2015 BPKD,
aset tannh milik Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, baik secara legal tanah milik Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. balk Dinas dan Sudin OUkcapil
dan fonnal atas aset tanah milik Dioas Dukcapil dhi. Pemerintah secara legal dan formal atas aset tanah milik Dinas
Provinsi DKI Jakarta Dukcapil dhi. Pemerintah Provinsi OKI Jakarta; dan

4. Memerintahkan Sekfelaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik 4. Sekretar!s [laerah selaku Pengelola Barang Milik Aguslus - Oklober 2014 Sekrelaris Daerah
Oaerah unluk lebih optimal dalam fT,elakukan pengawasan dan Oaerah unluk lebi:' optimal dalam melakukan
pengendalian atas pengeloJaan dan pengamanan aset tanah oleh pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan
Pengguna Barang. pengamanan aset tanah oleh Pengguna Barang

35. Kelebihan Pembayaran atas Sembako yang OPK RJ merekomendasikan Kepala Oinas Tenaga Ke~a dan Transmigrasi
Tldak Dilaksanakan Senilai Rp202.944.250 untuk:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPTK, dan Panitia 1. Kepala Oinas Tenaga Ke~a dan Transmigrasj akan Agustus - September 2014 Dinas Tenaga Ke~a dan
Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa agar beke~a lebih cermal memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK. Transmigrasi
unluk kegiatan di masa mendatang PPTK. dan Panitia Penerima dan Pemeriksa

Barang/Jasa agar beke~a lebih cermat untuk kegiatan
di masa mendatang;

2. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jaminan hidup atas 2. Kepala Dinas Tenaga Ke~a dan Transmigrasi akan Agustus - Desember 2014 Oinas Tenaga Ke~a dan
sembako yang tidak dilaksanakan dengan menyetorkan ke Kas mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Transmigrasi
Oaerah senilai Rp202.944.250 jaminan hidup atas sembako yang tidak dilaksanakan

dengan menyetor1<an ke Kas Daerah senilai
Rp202.944.250.

36. Kelebihan Pembayaran Honor Panitia BPK RI merekomendasikan kepada Gubemur Provinsi OKI Jakarta agar:
Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemakaian
Aplikasi Sensus BMD Tahun 2013 TIdak 1. memberikan sanksi sesuai ketenluan yang berlaku kepada Kepala 1. Gubemur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan Agustus - September 2014 BPKD
Sesuai Ketentuan Senilai Rp126.114.750 BPKO karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan dan tidak sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala

optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan BPKO karena tidak cermat dalam melaksanakan
kegiatan dan tidak optimal dalam melakukan
pengawasan kegiatan;

2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai kelentuan yang 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai Agustus· September 2014 BPKD
berlaku kepada Wakil Kepala BPKD. KPA. dan PPTK karena tidak ketentuan yang berlaku kepada Wakil Kepala BPKO,
cermat dalam melaksanakan kegiatan KPA, dan PPTK karena tidak cennat datam

melaksanakan kegiatan;

3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk 3. Kepala BPKD membuat surat perintah kepada PPK Agustus· Desember 2014 BPKD
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium untuk mempertanggungjawabkan kelebihan
dengan cara menyetor ke kas daerah senilai Rp126.114.750 pembayaran honorarium dengan cara menyetor ke kas

daerah senilai Ro126.114.750

r~
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37. Pembayaran Honor Panitia Pelaksana BPK RI merekomendasikan kepada:

Kegiatan Atas nga Kegiatan di Bidang 1. Gubemur Provinsi OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai 1. Gubernur Provinsi OK! Jakarta akan memberikan Agustus. September 2014 BPKD
Pendapalan Badan Pengelola Keuangan dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karene tidak sanksi sesuai dengan ketentuan yang ber1aku kepada
Daerah Provinsi OKI Jakarta Tidak Sesuai cermet deism mengendalikan kegiatan Kepala BPKD karena tidak cermet delam
Ketentuan Senilai Rp204.765.900 mengendalikan kegiatan;

2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengen ketentuan 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan Agustus • September 2014 BPKO
yang berlaku kepada KPA. PPK. dan PPTK karena tidak cermat kelentuan yang berlaku kepada KPA. PPK. dan PPTK
dalam melaksanakan kegialan karena tidak cermat dalam meJaksanakan kegiatan;

3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk 3. Kepala BPKO akan memboat surat perintah kepada Agustus - Desember 2014 BPKO
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan
senilai Rp204.765.900 pembayaran honorarium senilaJ Rp204.765.900

38. Kelebihan Pembayaran Kegiatan Biaya BPK RI merekomendasikan kepada:

Transaksi Jasa Pemungutan BPHTB dengan 1. Gubemur Provinsi OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai 1. Gubemur Provinsi OKr Jakarta akan memberikan Agustus-September2014 BPKO
Bank Penerima Bidang Perbendaharaan dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKO karena tidak sanksi sesuai dengan ketenruan yang berlaku kepada
Badan PengeJola Keuangan Oaerah Provinsi cermat daJam mengendalikan kegiatan Kepala BPKD karena tidak cermal dalam
OKl Jakarta Senilai Rp199.839.500 mengendalikan kegjatan;

2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketenluan 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan Agustus· September 2014 BPKO
yang berlaku kepada KPA. PPK. PPTK dan Bendahara karena tidak ketentuan yang berlaku kepada KPA. PPK. PPTK dan
cermat dalam melaksanakan kegiatan Bendahara karena tidak cennal dalam melaksanakan

kegialan;
3. Kepala BPKO agar memerinlahi<an PPK untuk 3. Kepala BPKO akan membual sural perintah kepada Agustus - Desember 2014 BPKO

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kegialan biaya PPK unluk mempertanggungjawabkan kelebihan
transaksi jasa pemungutan BPHTB dengan bank penerima senilai pembayaran kegiatan biaya transaksi jasa pemungutan
Rp199.839.500 dengan cara menyelorkan ke kas daerah BPHTS dengan bank penerima senilai Rp199.839.500

dengan cara menyetorkan ke kas daerah

39. Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan, BPK RI merekomendasikan kepada:
Honorarium SeminarlSosialisasilBimbingan 1. Gubernur OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan 1. Gubernur OKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai Agustus - September 2014 BPKO
Teknis dan Honorarium Tenaga kelentuan yang berlaku kepada Kepala BPKO karena tidak cermat dengan kelenluan yang berlaku kepada Kepala SPKD
Ahlillnstruktur/Nara Sumber Kegiatan Sensus dalam mengendalikan kegialan karena tidak cermat dalam mengendalikan kegialan;
Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013
belum dipertanggungjawabkan Secara 2. Gubernur OKI Jakarta agar menginslruksikan rnspektur OKI Jakarta 2. Gubemur OKI Jakarta akan membuat surat lnstruksi Agustus • Oesember 2014 Inspektorat
Lengkap Senilai Rp12.871.490.000 dan unluk melakukan klarifikasi terhadap honor panitia pelaksana dan kepada Inspektur OKI Jakarta untuk melakukan
Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia honor narasumber yang belum dipertanggungjawabkan senital klarifikasl terhadap hol'lOf panitia peJaksana dan honor
Peiaksana Kegiatan Senilai Rp4.032.370.500 Rp12.871.490.000 narasumber yang belum dipertanggungjawabkan senHai

Rp12.871.490.000;

3. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 3. Kepaia BPKO akan memberikan sanksi sesuai dengan AguSlus· September 2014 BPKO
yang beriaku kepada KPA. PPK. PPTK dan Bendahara Pengeiuaran ketentuan yang berlaku kepada KPA. PPK. PPTK dan
karena tidak cermat daJam melaksanakan kegiatan Bendahara Pengeluaran karena tidak cermal dalam

melaksanakan kegialan; dan

4. Kepala BPKO agar memerintahkan PPK untuk 4. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada Agusl2014 - Desmbr 2015 BPKO
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium PPK untuk merppertanggungjawabkan kelebihan
senilai Rp4.032.370.500 dengan cara menyelorkan ke kas daerah pembayaran honorarium senilai Rp4.032.370.500

dengan care menyetorXan ke kas daerah.

!~
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40. Pe~anjian Ke~a Sarna Sewa Aset Tanah BPK RI merekomendasikan kepada:
seluas +1- 4.519 m2 Antars Pemerintah 1. Gubemur OKI Jakarta menginstruksikan Kepala BPKD agar merevisi 1. Membual lnstruksi Gubemur kepada Kepala BPKD Aguslus. September 2014 BPKO
Provinsi OKI Jakarta dan Yayasan Pusal PKS antara BPKD dengan Yayasan Pusal Pelatihan E&P Indonesia agar merevisi PKS anlara BPKD dengan Yayasan
PeJatihan E & P Indonesia Tldak Sesuai sesuai ketentuan yang ber1aku Pusal Pelatihan E&P Indonesia sesuai ketentuan yang
Dengan Ketentuan benaku;

2. Gubernur OKI Jakarta agar membentuk Tim Pertimbangan 2. Gubernur OKI Jakarta akan membenluk Tim Aguslus • Desember 2014 BPKO
Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan menetapkan formulasi Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Oaerah dan
penghitungan sewa atas lanah dan bangunan milik Provinsi OKJ menetapkan formulasi penghitungan sewa alas lanah
Jakarta dan bangunan milik Provinsi OKI Jakarta;

3. Kepala BPKO agar memerintahkan Kepara Bidang Pemanfaatan Aset 3. Kepara BPKO membual sural perintah kepada Kepala Agustus· Oesember 2014 BPKO
agar membuat perencanaan pemanfaalan aset yang dimiliki oleh Bidang Pemanfaatan Asel agar membual perencanaan
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang bisa dikerjasamakan dengan pemanfaatan aset yang dimiHki oleh Pemerintah
pihak ke!iga Provinsj OKI Jakarta yang bisa dikerjasamakan dengan

pihak ketiga; dan
4. Kepala 8PKD agar memerintahkan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan 4. Kepala BPKD membual sural penntah kepada Kepala Agus!us - Nopember 2014 BPKO

Asel Pihak Ketiga BPKD untuk rneJakukan evaluasf alas permohonan Sub Bidang Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga BPKO
pemanfaatan ase! dari pemohon dan menindaklanjuti sesuai untuk meJakukan eva1uasi atas permohonan
permohonan dan pemohon pemanfaatan asel dan pemohon dan menindaklanjuti

sesuai permohonan dan pemohon.

41. Keg:atan Perr.tuatan Berita Acara Serah BPK Rllilarekomendasikan kepada: --
TenmaAsetPengadaanTahunAnggaran20121. Gubernur Provins; OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai 1. Gubernur Provinsi OK1 Jakarta akan memberikan Aguslus-September2014 BPKD
Tldak Oilaksanakan Sehingga Berindikasi dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD yang tidak sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada
Merugikan Oaerah Senila; Rp399.134.750 optimal dalam mengawasi kinerja bawahannya Kepala BPKO yang tidak optimal dalam mengawasi

kinerja bawahannya;
2. Kepala BPKO agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan Agustus - September 2014 BPKD

yang berlaku kepada KPA. PPK. dan PPTK karena mengambil ketenluan yang bertaku kepada KPA. PPK. dan PPTK
kebijakan yang tidak sesuai ketentuan karena mengambil kebijakan yang tidak sesuai

ketenluan; dan
3. Kepala BPKO agar memerinlahkan PPK untuk 3. Kepala BPKO akan membuat surat perinlah kepada Agustus - Oesember 2014 BPKD

mempertanggungjawabkan indikasi kefl.!gian daerah senilai PPK untuk mempertanggungjawabkan indikasi
Rp399.134.750 dengan cara menyelorkan ke Kas Daerah kerugian daerah senilai Rp399.134.750 dengan cara

menyelof1(an ke Kas Daerah.

42. Kegiatan Pembualan $islem Informasi e-Surat. BPK RI merekomendasikan kepada:
e-Ookumen. e-Harga. e-8udgetting. sislem 1. Gubernur OKI Jakarta agar memerinlahkan Kepala BPKD unluk 1. Membuat 1nstruksi kepada KepaJa BPKO untuk Agustus-Oesember2014 BPKO,
Belanja Hibah dan Bansos. e-Aset. e-Fasos- menyusun grand design pengembangan sistem yang diperlukan oleh menyusun grand design pengembangan sislem yang Dinas Kominfomas
fasum dan e-Pegawai tidak sesuai Kelenluan Pemerinlah Provinsl OKI Jakarta diperlukan oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;
Pengadaan Barang dan Jasa dan Sebagian

Outpu~ya Tidak Sesuai Pe~anjian Berindik~S! 2. Gubemur Provinsi OKI Jakarta agar memberikan sanks! sesuai 2. Gubemur Provinsi OKI Jakarta akan memberikan Agustus - September 2014 BPKO
Meruglkan Keuangan Oaerah Semlal dengan kelentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD karena tidak sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada
Rp1.120.866.158 cermat dalam melakukan pengawasan kegiatan di lingkungan BPKO Kepala BPKO karena tidak cermal dalam melakukan

dan karena melakukan pemecahan pekerjaanlpaket pengadaan pengawasan kegiatan di lingkungan BPKO dan karena
menjadi paket pakel dengan maksud untuk menghindari melakukan pemecahan pekerjaan/paket pengadaan
seleksVpelelangan umum untuk kegialan jasa konsultasi menjadi paket pakel dengan maksud untuk

menghindari seleksilpelelangan umum untuk kegiatan
jasa konsultasi;

3. Kepala BPKO agar membenkan sanksi sesuai kelentuan yang 3. Kepala BPKO akan membenkan sanksi sesuai Agustus· September 2014 BPKO
berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK masing·masing keglatan ketentuan yang beriaku kepada KPA, PPK. dan PPTK
karena tidak melaksanakan kegiatan dengan cermat masing·masing kegialan karena tidak melaksanakan

kegiatan dengan cermat;

trw!



17

No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keterangan
pelaksanaan

11\ 12' (3' (4\ lS' (6)

4. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang 4. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai Agustus - September 2014 BPKD
berlaku kepada Panilia Penerima Sarang/Jasa karena lalai dalam ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima
melaksanakan tugasnya dalam memeriksa kelengkapan dokumentasi BaranglJasa karena lalai dalam melaksanakan
dan penyelesaian pekerjaan tugasnya dalam memeriksa kelengkapan dokumenlasi

dan penyelesaian pekerjaan;

5. Kepala BPKD agar memberikan sanks; sesuai kelentuan yang 5. Kepala BPKD akan memberikan sanks] sesuai Agustus - September 2014 BPKD
berlaku kepada Tim pelaksana dan Tenaga Ahli tidak mengikuli ketentuan yang berfaku kepada Tim pelaksana dan
ketentuan Surat Tugas dan nota kesepakatan Tenaga Ahli tidak mengikuti ketenluan Surat Tugas dan

nota kesepakatan;

6. Kepala BPKD agar berkoordinasi dengan Kepala Diskominfomas 6. Kepala BPKD akan mengadakan rapat koordinasi Aguslus - Desember 2014 BPKD.
terkait sistem e- Government yang sucJah terbangun untuk dengan Kepala Diskominfomas terkait sistem e- Dinas Kominfomas
disesuaikan dengan sislem yang sudah dioperasikan terlebih dahulu Government yang sudah terbangun untuk disesuaikan
di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dengan sislem yang sudah dioperasikan terJebih dahulu

di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

7. Kepala BPKD agar memerintahkan KPA dan PPTK terkait untuk 7. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada Agustus 2014 - Agustus 2015 BPKD
mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai KPA dan PPTK lerkait untuk
Rp1.120.866.158 dengan cafa menyetorkan ke Kas Daerah mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah

senilai Rp1.120.866.158 dengan cara menyetorkan ke
Kas Oaerah

43. Kegiatan Fasilitasi dan Penatausahaan BPK Rl merekomendasikan kepada:
Pengadaan Barang dan Jasa BPKO Provinsi 1. Gubemur OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai dengan 1. Gubernur OK! Jakarta dkan memberikan sanksi sesuai Agustus • September 2014 BPr<D
OKI Jakarta ndak Sesuai Ketentuan Senilai ketentuan yang berfaku kepada Kepala BPKO karena tidak cermat dengan ketentuan yang bertaku kepada Kepala BPKO
Rp243.371.800 dalam mengendalikan kegialan karena t1dak cermat dalam mengendalikan kegiatan:

2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 2. Kepala BPKD akan memberikan sal'lksi sesuai dengan Agustus - September 2014 BPKD
yang beriaku kepada KPA. PPK. dan PPTK karena tidak cermat ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, dan PPTK
dalam melaksanakan kegiatan karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan:

3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK unluk 3. Kepala BPKD akan membuat surat perintah kepada Juli - Oesem~r 2014 BPKD
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan
senilai Rp243.371.800 dengan menyetorkan ke Kas Oaerah pembayaran honorarium senilai Rp243.371.800 dengan

menyelorkan ke Kas Oaerah

44. Kelebihan Pembayaran Honor Panitia BPK RI merekomendasikan kepada:
Pelaksana Kegiatan Penataan Dokumen Aset 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuaf 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta akan memberikan Agustus. September 2014 BPKD
Pemprov OKI Jakarta dan Penataan Ookumen dengan kelenluan yang ber1aku kepada Kepala BPKD karena tidak sanksi sesuai dengan ketenluan yang bertaku kepada
Aset pada Lokasi Baru Senilai Rp631.687.040 cermat dalam mengendarikan kegiatan Kepala BPKO karena tidak cermat dalam

mengendalikan kegiatan;

2. Kepala BPKD agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan Agustus· September 2014 BPKD
yang berlaku kepada KPA. PPK. PPTK dan Bendahara karena tidak ketentuan yang ber1aku kepada KPA. PPK. PPTK dan
cermat dalam melaksanakan kegiatan Bendahara karena tidak cermat daJam melaksanakan

kegialan;

3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk 3. Kepala BPKD akan memerintahkan PPK untuk Agustus - Oesember 2014 BPKD
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran
senilai Rp631.687.040 dengan cara menyetorkan ke Kas Oaerah honorarium senilai Rp631.687.040 dengan cara

menyetorkan ke Kas Oaerah.

t~
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No. Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi
Waktu

Keteranganpelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

45. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan BPK RI merekomendasikan kepada:
Kegiatan Arsip Ookumen Pemaanfaalan Aset 1. Gubemur OK! Jakarta agar memberikan sanks! sesuai dengan 1. Gubemur OKt Jakarta akan memberikan sanksi sesuai Agustus - September 2014 BPKD
Secara Digital Tahap II Senilai ketentuan yang ber/aku kepada KepaJa BPKO karena tidak cerms! dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPKD
Rp139.B90.000.00 dalam mengendalikan kegiatan karena tidak cermal dalam mengendalikan kegiatan;

2. Kepata BPKO agar memberikan sanksi sesuai dengan ketenluan 2. Kepala BPKD akan memberikan sanksi sesuai dengan Aguslus - September 2014 BPKD
yang berlaku kepada KPA. PPK. dan PPTK karena tidak cermal ketentuan yang berlaku kepada KPA. PPK. dan PPTK
dalam melaksanakan kegiatan karena tidak cennal dalam melaksanakan kegiatan:

3. Kepala BPKD agar memerintahkan PPK untuk 3. Kepala BPKD akan membuat sural perintah kepada Agustus - Desember 2014 BPKD
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan
Rp131.972.500 dengan menyetorkan ke Kas Daerah pembayaran honorarium senilai Rp131.972.500 dengan

menyetor1(an ke Kas Daarah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSf
V IBUKOTAJAKARTA,
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